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PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Alemat; JI. Merdekr, Kel. Karang Mulis, Nﬁi, Kabu Nnb - Pac 1
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Nilai : A bga 000 LOTS)U’S) !

CHECKLIST/PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SP2D-LS

SP2D-LS Pengadean Barang dan Jassa

L&

Ringkasan SPP-LS;

Rincian belanja yang diajuken pembayarannya sampai dengan sub rincian
obyels;

Surat  Pernyatsen PA/KPA bahwa uasng yang diminta tdak
dipergunakan untulc keperiuan selain pembayaran langsung/SPTJM-SPP-LS;
Pengantar SPM-LS;

SPM-LS;

Surat  Pernyataan PA/KPA bahwa uang yang diminta tidak
dipergunakan untul kepertuan eelain pembayaran langsung/SPTJM-SPM-LS;

/ Surat Pernyataen Verifikasi PPX-SKPD/PPK Unit SKPD;

Bukti Pembayaran yang Sah (asli bermetersi) Kwitenai yang ditandatangani
| oleh PA/XPA, PPTX, Bendahara Pengeiuaran /Bendahara
‘ Pengeluaran Pembanti dan Pencrima Pernbayaren;

Bukd pembelian/nota perabelian  juntuk pengadaan/pembelian sampai

dengan Rp. 10.600.000,-);

O Bukti pembelian/nota pembelion dan surat pesanan funtukpengadoan diatas
Rp. 10.000.000,- sumpoi dengan Rp.50.000.000,-);

O/ Berita Acara hasil pelelangan ;

U, RAB;

0 / Faktu Barang ;

7 , Faktur Tagihan;

f/ Dokumentasi Barang ;

O Pembayaran Dokumen Lelang apabila lewat proses lelang :

O, Berita Acara Hasil Pemeriksaan barang/hasil pekerjaan oleh ASET :

g} Surat Permohonan Pembaysaran;
Berita Acara Pembayaran;

Jaminan pelaksanaan apabila nilai kontrak lebih dari 200juta ;

Berita Acara scrah terima barang/hasil pekerjaan (100%);

Surat Perintah Kerja (SPK) beserta kelengkapannya:;

Surat Perjanjian/Kontrek beserta lampiran-lampirannys;

Surat Perintah Pengiriman untuk barang;

Referensi bank; :

Surat Jaminan benk;

Fotocopy rekening giro banl;

Fotocopy NPWP/PKP;

Rekapitulasi Perincian Penggunasn Dane per kede rekening belanja yeng

digjukan dari SPM dan Perhitungan Pgjainya;

BILLING PPh dzn PPHN:

E-faktur pajak;

Tanda Bukti Pembayaran Pajak Dacreh apebila ada;

Lember Verifikasi PPX-SKFPD:

Berkas salinen 2 rangkap dan PDF asli:

Dinyatakan telah diteliti dan diverifiknsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

&
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| Mengetahui/Menyetujui

Yang memverifikasi 0. Nabire, 3 .......................... 2023
‘{: Plt. Kepala Bidang Perbendaharaan

Much Suroto, ST
NIP. NIP, 19740221 200012 1 005




PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINA‘Q KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Sl Merdeka Nabire - Papua Tengal

Kepada
Nomor : 186/5PM-1S/DKP2KB/PPT/2025 Yth . Kepala Bidang Perbendaharaan
Lampiran : 1 ( Satu) Berkas BPPKAD Provinsi PapuaTengah
Sifat : Penting Di '
Hal : Pengantar SPM LS Nabire

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah
Nomor Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ,

maka
kami kirimkan SPM-LS untuk SKPD sebagaimana be“‘k‘lt :
No SPM Penerima Jumlah
Tanggal Nomor | 5 7 ang |
SPM SPM | G |
21 37.00/03.0/0
L. | Desember 00186/15/1. PT. Rp 4.699.000.000,-

2023 02.2.14.0.00. | MECHTRON
02.0000/FP.03 MASTEVI
/12/2023 INDCNESIA

Demikian untuk diketahui dan mohon persetujuannya

Nabire, 21 Desember 2023
Pcngguna Anggara

.-f‘ . AT
i 4 e
s ,.r/‘:\/' e
’kcg_,/ FeE

/ dr S1lwanu§(A/;,1mule Sp.OG.MH .Kes
Nip. 197106032000121004




INS1 PAPUA TENGAH
AH MEMBAYAR
{LS)

PEMER\NTAH PROV
SURAT PERINT
Langsung

o. SPM: 37.00

Potongan-potongan:

Uralan
{No. Rekening)

Tahun Anggaran: 2023
UASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

|

ya menerbitkan sp2D ke

pajak
pertambahan
Nilai
pajak
penghasilan Ps
| 22

pada:

supa
UDUK DAN

SKPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDAL!AN PEND
KELUARGA BERENCANA
MECHTRON MASTEVI IN

DONESIA

gendahara / : PT.

pihak Ketiga )

cngurang;’jumlah pembayaran spH)

No. Rekening Bank 106008?")’99998
; 3 i
Nama Bank . Bank Mandiri informasis (Tidak m
NPWP : 316867647113000
Dasar pembayaran 37.00!01.0/000011{1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03I11/202‘3
1.2.01.03 Dana otonomi Khusus

sumber Dana

Belanja pengadaal Modular gperating Theatre With HVAC
N MASTEV! INDONESIA Oleh OPD Dinas Kesehatan,
ovinsi Papua Tengah TA. 2023 sesuai Tagihan

untuk Keperiuan:

Pembayaran Atas
pada PT. MECHTRO
pengendalian pendudulk dan KB Pr

Terlampir ( 0TSUS )
pembebanan pad

a kode Kkegliatan
0.02 .0000[F.03{11]2023

SPD - 37.00[01.0[000011[1.02.2.1&.0.0

Penyediaan Fasilitas pelayanan,
Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan
untuk UKP Rujukan, UKM dan yKM
Rujukan Tingkat paerah provinsi
gan Fasilitas Kesehatan

sPM yangd pibayarkan

piminta (Bruto)

jumiah yang
]um\ah pPotongan

Rp529.166.667
Rp4.169.833.333
Rp4.699.000.000

{empat miliar enam ratus sembilan

piah)

Uang sejumiah:

2.1.01.04 Pengemban
puiuh sembilan juta ™

Lainnya
5.1.02.01.01.0040 gelanja Barang untuk Dijual/Dlserahkan = -
L e
_ cepada Pihak Ketiga/Pinak L2in [ﬁ%%ﬁ‘%ﬁgmﬂ
_R 1.699.000.000 "f,“,gb ERi g
p4.699 00.0 ; rak 2 d
il AT - '
i _@{%

1.02.0
Rp4.699.000.000

Nabire, 21 Dasember 2023
Pengguna Anggaran

RpA.GQB.OOQ.DOD
rupiah)

yang piminta:
atus sembifan puluh sembilan juta

¢t miliar enaim I

| SPP
02.'2.14.0.00.02.00

jumlah SPP
(terbilang: empa
Nomor dan Tangga
37.00/02.01000133!1,5!1.

00]?.03,’12/20’23 tanggal 21.12-2023

~dr. SILWANU

~dr _ AS M
i & = NIP. 197__106032000121004

dan distempel oleh PA/KPA

SPM ini sah apabila telah ditandatangani

) coret yang tidak periy

Halaman 1

SPM - 37 .BOIOS.O/GDDIHG{LSII .02 .2.1-'3.0.00.02.00001‘[’.0311212023



PEMER!NTAH PROVINS) PAPUA TENGAH
DINAS KESEHATAN, PENGENDAUAN PENDUDYK DAN KELUARGA BERENCANA

SURAT PERNYATAAN
VERIFIKAS) KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-Lg

Saya yang bertanda tangan gj bawah jn

nNama :STEFEN MAREKU, S.Kep.Ns nip
3 197009121993121003 Jabatan :PPK
SKPD

Menvyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen , dan lampiran Surat Permfntaan Pombayaran LS nomor
37.00/02.0/000183/LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/R03/12/2023 tanggal 21 Desembear 2023 telah fengkap dan sap sesuaj ketentyan
Peraturan perundang-tmdangan. Jika dj kemudian hari Pernyataan Saya inf tidak benar, Maka sayy bersediz Menerimga Sanksi sesya;

Reraturan Yang ber|aky.

Demikian surat inj saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun,

Nabire, 21 Desembper 2023
PPK skpp




PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-LS
Nomor: 37.00/03.0/000186/SPTJM - SPM LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor
37.00/03.0/000186/15/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang saya ajukan sebesar Rp4.699.000.000
{terbilang empat miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) untuk kepertuan DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA Tahun Anggaran 2023, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Langsung {LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan akan kami
laksanakan sesuai DPA-SKPD.

2. Jurnlah Langsung (LS) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaranpengeluaran yang menurut ketentuan

yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran lainnya.

3. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan di DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pemeriksaan Internal/Eksternal sebagai Bukti Pertanggungjawaban

Keuangan.

Dengan ini, saya menyatakan bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang dibayar lunas sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS SKPD kami.

Nabirg, 21 Desember 2023

Pengguna Anggaran

f{,-"' ,;* —'ﬂ;{.l /
{i"/ﬁ’ SILWANUSASUMULE Sp.0G MH.Kes

NIP/J.97106032000121004
)/




PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPP-LS
Nomor: 37.00/02.0/000183/SPTJM - SPP L5/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomaor
37.00/‘02.0/000183/LS/'1.02.2.14.0.00.02.0DOO/P.OS/lZ/ZOZS tanggal 21 Desember 2023 yvang kami ajukan
sebesar Rp4.699.000.000 (terbilang empat miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) untuk
keperluan DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Tahun Anggaran
2023, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumiah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperiuan guna membiayai
kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.

2. Jumlah Langsung (LS) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran
yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran lainnya,

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPP-LS SKPD kami.

Nabire, 21 Desember 2022

Pengguna Anggaran

7 ¢ :"(‘
£ =

dr. SHLWANYS A SUMULE, Sp.OG MH.Kes

NIP. 197106032000121004




PROVINSI PAPUA TENGAH

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
Nomor: 37.00/02.0/000183/L5/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023

Langsung Barang dan Jasa

SPP-LS
1. | Nama SKPD/Unit Kerja DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2. | Kode dan Nama Sub Kegiatan | : [terlampir
3. |Nama Pengguna Anggaran *jdr. SILWANUS A SUMULE, Sp.0OG MH.Kes
4. | Nama PPTK : | STEFEN MAREKU, S.Kep, Ns
5. | Nama Bendahara | MARTHINA KOSTANTINA RUMAYAU, A.Md.KL
Pengeluaran
6. | NPWP Bendahara 1 |406322172954000
Pengeluaran
7. 1 Nama Bank . | Bank Papua
8. | Nomor Rekening Bank : 19000102000175
9. |Untuk Keperjuan Pembayaran Atas Belanja Pengadaan Modular Operating Theatre With HVAC pada
PT. MECHTRON MASTEVI INDONESIA Oleh OPD Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan KB Provinsi Papua Tengzh TA. 2023 Sesuai Tagihan Terlampir (
OTSUS )
10. | Dasar Pengeluaran : | SPD nomor:
37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/11/2023 tanggal 31-10-2023
Sebesar: Rp4.699.000.000 (terbilang: empat miliar enam ratus sembilan puluh
sembilan juta rupiah)
No Uraian
1 |SPD
Tanggal : 31-10-2023 I Nomor : 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/11/2023 | Rpl184.675.201.909
il | SP2D Sebelumnya
Tanggal : - [Ncmor L. !

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP-1

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD

Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran
Safinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran

! Nabire, 21 Desember 2023
Pejabat Pelpksana Teknis Kegiatan Bendahara Pengeluaran

a

STEFENJIARE

NtP. 197

.ﬂ\

MARTHINA KOSTANTINA RUMAYAU, A.Md.KL
NIP. 198307292006052001




PROVINSI PAPUA TENGAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor: 37.00/02.0/000183/L.5/1.02.2.14.0.0

0.02.0000/P.03/12/2023

Tahun Anggaran: 2023

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

Jumliah

\ Uralan

Na L Kode Rekening
NOMOR SPD - 37.00/01.0/000011/1.02.2,14,9.00.02.0000/P.03/11/2023

1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan

Tingkat Daerah Provinsi
l 1.02.02.1.01.04 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Rp4.629.000.000

l 155 15.1.02.01.01.0040 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak

Ketiga/Pihak Lain

Terbilang:

Mengetahui/Menyetujui,

Pengguna Anggaran
. A :
/"/.‘-'("/:—U //

tﬁ"‘// ——’/f(/ﬁ,
‘ﬁa\u - r“( o e
/ 1 /’/’f

/ ’ o A
/A4 STWANUSA SUMULE, Sp.0G MH.Kes

1 NIP. 147106032000121004

TOTAL : Rp4.692.000.000

empat miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah.

Nabire, 21 Desember 2023
Bendahara Pengeluaran

o

MARTHINA KOSTANTINA RUMAYAU, A.Md.KL

NIP. 198307292006052001




KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. CETAKAN KODE

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BILLING

NPWP 40.632.217.2-954.000

NAMA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN

ALAMAT JL. MERDEKA - KAB. NABIRE

NOP =

JENIS PAJAK ;411211

JENIS SETORAN . 920

MASA PAJAK : 12412

TAHUN PAJAK ;2023

NOMOR KETETAPAN o

JUMLAH SETOR : Rp.465.666.667

TERBILANG Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu
Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah

URAIAN Penyetoran PPN Pengadaan HVAC tahun 2023 DKP2KP PTT

NPWP PENYETOR : 40.632.217.2-954.000

NAMA PENYETOR . DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.
ID BILLING : 0283 3775 5341 044
MASA AKTIF : 20/01/2024 08:13:48

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing

dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya
tercantum di dalamnya.




A
‘ f KEMENTERIAN KEUANGAN R.l

e

CETAKAN KODE
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BILLING

- il
£t

NPWP 31.686.764.7-113.000

NAMA MECHTRON MASTEVI INDONESIA

ALAMAT MANDOR - KOTA MEDAN

NOP J

JENIS PAJAK : 411122

JENIS SETORAN : 920

MASA PAJAK ;12412

TAHUN PAJAK : 2023

NOMOR KETETAPAN Do

JUMLAH SETOR : Rp.63.500.000

TERBILANG Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

URAIAN Penyetoran pph Pengadaan HVAC tahun 2023 DKP2KP PTT
NPWP PENYETOR 1 40.632.217.2-954.000

NAMA PENYETOR : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.
ID BILLING : 0283 3775 6271 008
MASA AKTIF 1 20/01/2024 08:15:15

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing

dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya
tercantum di dalamnya.




Nomor 0017 /MMEMDN-12-2023
Lampiran : 1 (satu ) berkas
Perihal : Permohonan Pembayaran

Kepada Yth .
Pejabat Pembuat Komitmen

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Papua Tengah
di -

Nabire

Dengan Hormat

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk dapat dibayarkan Pembayaran
sebesar 100 % atas Pekerjaan Modular Operating Theatre With HVAC

sesuai SPK :

Nomor : 440/980/PPK/OTSUS/KONTR-MOTNBX/XI/2023

Tanggal : 07 NOVEMBER 2023

yaitu sebesar Rp  4.699.000.000,00

Terbilang : Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah

NABIRE, 22 Desember 2023

]
/7,

PT. MEGHTROTEMASTEV! INDONESIA

PT. Mechtron Mastevi Indonesia
21 Wrakatau Sp Mandor No 28. Medan 20239
Telepon 061 0623678 Emastl markoetingd@ honliraktorhvac com
www.kontraktorHVAC.com /V:r"*"““‘_" g z e 3




JU MERDEKA NABIRE - PAPUA TENGAH

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

BERITA ACARA PEMBAYARAN

{ BAP )
Nomor : 050/BAP/MECHTRON-MOTNBX/X11/2023

Pada hariini jumat tanggal dua puluh dua bulan Desember fahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda

tangen dicawah ini

1 Nama :  dr. SIIWANUS A. SUMULE, SpOG(K)..MH.Kes
Nip : 19710603 200011 1 004
Jabatan :  Pejobal Pembual Komitmen
2 Nama :  WENDI
Jabatan ;. Direktur PT. MECHTROM MASTEV] INDOMNESIA
Berdasarkan -
1 a. No.dan Tgl Konirak + 440/980/PPK/OTSUS/KONTR-MOTMNBX/X1/2023 T
b. Nilai Kontrak T RE 4.699.000.000,00
Terbilang : Empat Miyar Enam Raius Sembilan Puluh Sembllan Juta Rupiah.
c. Uraian Pekerjaan . Modular Operating Theaire With HVAC
2 Syarat-Syarat Khusus Konirak Huruf M dan N teniang Pembetian Uang iMuka
3 Jamingn Uang Muka :
Mo. =
Dari et
Sebesar SERD =

anagal 07 NOVEMBER 2023

maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan perincian sebagai berkui :

1 Perhilungan Pembayaran
a. Miiai Pekeqaan s/d BAP ini (netto)
. Nilai BAP ini netfo
. Nilai Pekerjaan s/d BAP yang lalu { netio)
. Nilai Pekerjoan ini
. Polongan - polongan

000

D

{ii Pengembalian Uang Muka Rp. -
{ii) Jumlah Polongan

. Pembayaran BAP ini (netlo)

. PPn 11 % ( daii 1.f)

. Jumlah pembayarcn BAP ini { termasuk PPn )

T an

2 Rincian Sumber Pembayaran.
a. Dana APBD fahun 2023 Rp. 4,699.0050.0C0,00
Terbitang : Empai Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Jula Rupiah.
PIHAK KEDUA sepakal alas pembayaran fersebut diatas dan dibayarkan kepada rekening
BANK Mandiri cabang Medan gunung Krakatau No. 10600-877-99998

Demikian Berita Acara ini dibual untuk dipergunokan sebagaimana mesfinya

PIHAK KEDUA
PT. MECHTRON MASTEVI INDONESIA

UH RIBU RUPIAH

SEPULI
% 1E

Direkiur

Rp. -
Rp. 4:233,333.333
Rp. -
Rp. 4.233/333.333
Rp. -
Rp. 4.233.333.333
Rp. 465.666.667
Re. 4.699.000.C00

a/n PT Mechiron Mastevi Indonesia

PiHAK PERTAKMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

NP, 19710603 200012 1 004

aH{US A. SUMULE, SpOG(K)..MH.Kes




V. Rekapilulasi Pembayaran Kontrak

No. \ Uraian Fisik Dok Jumlah
(Rp) (Rp)
) 2 3 4 5
1 ‘ Nilai Kontrak 4.233.333.333 465.666.667 4.699.000.000
2 Pembavaran s/d BAP yanglalu - b
3 Pentbayaran RAP ini {Uang muka 30%) - -
4 Potongan Uang Muka = =
5 Total Pembayaran s/d BAP ini 5 = 2
6 Sisa Kontrak 4233333333 4656060667 4.699.000.000
Terbilang: Empal Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah

VL PIHAK KEDUA sepakal atas jumiah pembayaran tersebut di alas dan dibayarkan kepada rekening

BANK Mandiri cabang Medan gunung Krakatou

10600-877-99998

a/n PT Mechlron Mastevi Indonesia

Demikian Beila Acara ini dibuat dalam rongkap 6 {enam) uniuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

® KEDUA
240 STEMI INDONESIA

-~ a

PIHAK. PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KO

Vs

dr. StWANUSAA. SUMULE, SPOG(K)..MH.Kes
Ly 19710605 200012 1 004




FAKTUR TAGIHAN

Kepada Yth.
Pengguna Anggaran

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Provinsi Papua Tengah

di -
Nabire.
NO. URAIAN JUMLAH (Rp)
1 |Pembayaran Taghan sebesar 100% (seratus persen) atas Pekerjaan 4.699.000.000
Modular Operating Theatre With HVAC
Nomor :  440/980/PPK/OTSUS/KONTR-MOTNBX/XI/2023
Tanggal : 07 NOVEMBER 2023
JUMLAH 4.699.000.000

Terbilang:  Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah

?RFQ&%sember 2023
PT. \]

M f'fWENDI
DIREKTUR

PT. Mechtron Mastevi Indonesia
Ji Krakatau Sp Mandor No 28, Medan 20239
Jetepon 0B1 6623678 Email marketing@rontraktorhvac com

www.kontraktorHVAC.com




Kepada
Pengguna Anggaran

Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Papua Tengah

di -
NABIRE
FAKTUR BARANG
i HARGA SATUAN JUMLAH
URAIAN VOLUME |SATUAN HARGA
Modular Operating Theatre With HVAC 1 Lot Rp 4.699.000000| Rp 4.699.000.000

TOTAL COST | Rp

4.699.000.000

Terbilang : Empat milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah

NABIRE, 22 Desember 2023

PT. ME(MTEW INDONESIA
e




PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

JI. Merdeka No. 53a

S » Karang Mulia, Kec. Nabire, Kab. Nabire Provinsi Papua Tengah

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PENGADAAN ALAT KESEHATAN MODULAR OPERATING THEATRE WITH HVAC

DAFTAR QUANTITAS DAN HARGA

[ e Site st e s b e e e Sk R i e e
i P % -
Nama Produk Kuantitas | Mata Uang Harga Satuan Jumitah Hargd
Metto
MODULAR OPERATING THEATRE 1.0 IDR Rp. 4.699.000.000 | Rp. 4.699.000.000
WITH HVAC/FKS-P2311-7825554
Jumlah Total Rp. 4.699.000.000
Terbilang : Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah

Nabire, 18 Desember 2023
Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana,

Silwanus A/Sdmule,Sp.,0G(K).MH.Kes
bina Tingkdf I/ IVB

Pem

NIP. 19710603-200012 1 004




NPWP:  31.684.764.7-113.000 BANK : MANDIRI

No. REK : 1060087799998

Sudah terima dari

Banyaknya

Uniuk pembayaran

KWITANSI

Pengguna Anggaran
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun Anggaran 2023

Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah

Pembayaran Tagihan Sebesar 100% (Seraius Persen) atas
Modular Operating Theaire With HVAC
sesuai dengan SPK :

Nomor - 440/980/PPK/OTSUS/KONTR-MOTNBX/XI/2023
Tanggal Konirak : 07 NOVEMBER 2023
Sumber Dana . APBD-DPA Dinas Kesehatan, PP & KB Tahun Anggaran 2023

dengan kemajuan pekerjaan dengan presiasi fisik pekerjaan 100 %

Jumiah Rp. 4.69%.000.000
Mengetahui/Setuju dibayar Nabire, 22 Desember 2023
KEPALA DINAS KESEHATAN, PP & KB Yang Menerima

PENGGUNA ANGGARAN PT. MECHTRON MASTEVI INDONESIA

‘ SEPULUH RIBU RUPIAH

Direktur

Diajukan ke Bag. Keuangan

BENDAHARA

MARTINA KONSTANTINA RUMAYAU, Amd. KL
NIP. 188307292006052001




FEIERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
JALAN MERDEKA NO. 53A KARANG MULIA KABUPATEN NABIRE

BERITA ACARA AAN
Nomor : 440/980.A/BAPHP/MECHTRON-MOTNBX/XI1/2023

Pada hari ini rabu tanggal dua puluh Desember tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Dinas Keschatan Pengendalian Penduduk dan

keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah Berdasarkan sural kcpummn Kepala Dinas Keschatan Pengendalian penduduk dan keluarga
Berencana Provinsi papua Tengah Nomor SK. 440-01 tanggal 15

januari 2023 tentang penetapan pejabat pelaksanan teknis kegiatan (PPTK)
pada DPA Dinas Keschatan pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana TA. 2023, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama STEFEN MAREKU,S.Kep.Ns

NIP 19700921 19931 2 1003

Jabatan PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

Yang karena jabatannya melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada pasal 18 Ayat 5

(melakukan pemeriksaan dan menerima hasil pekerjaan pengadaan
barang/jasa serta membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan), maka dengan ini menyatakan dengan

schenarnya telah melaksanakan pemeriksaan terhadap penyerahan barang/jasa yang dipesan dari

Nama Perusahaan PT. MECHTRON MASTEVI INDONESIA
Nama Direktur :  WENDI

Alamat Perusahaan Jl. Mander No. 28 kel. P. Berayan Barat 1. Kec Medan Timur Kota Medan Sumatera Utara
Sebagai realisasi SPK No. 440/980/PPK/OTSUS/KONTR-MOTNBX/X1/2023 Tanggal 07 November 2023

Dengan jumlah/jenis barang scbagai berikut :

No Jenis Barang Unit MataUang | Volume Harga Satuan Total Harga
Modular Operating Theatre with b
1 HVAC /FKS-P2311-7825554 Lot IDR 1 4.699.000.000 Rp 4.699.000.000
Total| Rp 4.699.000.000
Nilai Kontrak| Rp 4.699.000.000
Terbilang: Empat Milyar Enam ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah
Pemeriksaan dinyatakan :

a. Baik/Lengkap
b. TidakBaik/ Fidaltenzkap

Yang, selanjutnya akan diserahkan oleh penyedia barang/jasa kepada Pengguna Barang;
Yang Menyerahkan
PT. MECHTRON MASTEVI INDONESIA

Mdia Barang
/mwﬁ )

HASIL PEKERJAAN PENYEDIA DIPERIKSA OLEH :
PEJABAT PELAKSAN

TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

N 1 4

) /
= ~§i REKTUR

I’J

Mengetahui/Menyetujui;

Kepala Dinas Kesehatan Ppngendalmn Pundudul\ dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah

< Selaku Punggund Anggaran

: N[P. ‘_1,9_"?_.1_»0603 200012 1 004




BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
Nomor : 0024 /MMI/NPP/XI1/2023

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Dinas Keschatan Pengendalian Penduduk dan
Reluarga Berencarta Frovinsi Papua tengai.Berdasarkan Surat Kepatase Kepala Dinas Keschaian Pengendation Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Papua Tengah Nomor SK 440-03 tanggzal 01 Mei 2023, Tentang penctapan pengurus barang pengguna DIA Dinas

Keschatan Pengendalian Penduduk dan keluaga Berencana Tahun anggaran 2023,maka saya yang berfanda tangan di bawah ini :

L. Nama WENDI
Jabatan DIREKTUR
Alamat Jalan mandor No. 28 Rel. P, Berayan Darai 1. Kota Medan Sumatera Utira
Selaku PIHAK PERTAMA
2. Nama NINGSI, S.Kep.Ns
NIP S 19850717 201104 2 002
Jabatan : Pengurus Barang pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selaku PIHAK KEDUA

Bahwa schubungan dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan :

~ Nama FPekerjaan 1 Modular Operating Theatre With HVAC

- Nilai Pekerjaan : Ry 4.699.000.000

- Nomor Surat SPK : 440/980/PPR/OTSUS/KONTR-MOTNBX/X1/2023

Dengan memperhatikan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan davi Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, maka dengan ini

menvatakan sebagai berikut :

1. PHIAK FERTAMA melakukan penyerahan barang sebagaimana dumaksud kepada PINAK KEDUA

2

2. PIHAK KREDUA menerima penverahan barang yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA :
3.  Terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pasca serah terima hasil pekerjaan ini teiap mengacu pada ketentuan Kontrak/SPK Nomor
440/980/PPR/OTSUS/RONTR-MOTNBX/X1/2023 dan ketentuan peraturan yang berlaku

* Barikut rincian barang yang diferima :

No Jenis Barang Unit Mata Uang | Volume Harga Satuan Total Harga

Modular Operating Theatre

1 4,699.000.000 R 4,699.000.000
- With HVAC Lot 10k L

Total| Rp 4.699.000.000

> Nilai Kontrakj Rp 4.699.000.000

Terbilang : Empat milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagannana mestinya.

Yang Menyerahkan (PTHAK PERTAMA) Yang Menerima (PIHAK KEDUA)
Penyedia

PT. MECHIRER NSS! INDONESIA

Pengurus Barang

CO73641X578612002 4721/

" et NINGSL, 8. Kep. Ns
DIREKTUR NIP. 19850717 201104 1 002

Mengetahui/Menyefujui;
Kepala Dinas Kesehalan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah
Selaku Penggtma Anggapaf




e NOMOR KONTRAK 440/980/PPK / OTSUS/KONTR-MOTSS/XI/2023
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NOMOR KONTRAK 440/980/PPK / OTSUS/KONTR-MOTSS/X1/2023
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o, PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

JI. Merdeka No. 53a, Kel.Karang Mulia, Kec.Nabire, Kab.Nabire Kode Pos : 98815.

m-

SURAT PESANAN (KONTRAK)

NOMOR : 440/ 980/ PPK / OTSUS / KONTR — MOTNBX / XI /2023
' Tanggal : 07 NOVEMBER 2023

PENGADAAN MODULAR OPR . -
NEGATH i+ ¥

Rp 4.699.000.000,-
( Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah )

PELAKSANA:
PT. MECHTRON MASTEVI INDONESIA

SUMBER DANA :
APBD

TAHUN ANGGARAN 2023

PT MECHTRON MASTEVI INDONESIAA

Jalan Mandor No. 28 Medan




AP TOGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
= DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA

JI. Merdeka No. 53a, Kel.Karang Mulia, Kec.Nabire, Kab.Nabire Kode Pos : 98815.

SURAT PESANAN (KONTRAK)

NOMOR : 440 /980 / PPK / OTSUS / KONTR — MOTNBX / X1 /2023
Tanggal : 07 NOVEMBER 2023
PEKERJAAN :
PENGADAAN MODULAR OPERATING THEATRE (MOT) GANDA BERTEKANAN
NEGATIF BAGI RSUD NABIRE

LOKASI :
PROVINSI PAPUA TENGAH

BIAYA :

Rp. 4.699.000.000,-
( Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah )

PELAKSANA:
PT. MECHTRON MASTEVI INDONESIA

SUMBER DANA :
APBD

TAHUN ANGGARAN 2023

PT. MECHTRON MASTEVI INDONESIAA

Jalan Mandor No. 28 Medan




PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

JI. Merdeka No. 53a, Karang Mulia, Kec. Nab

I e

ire, Kab. Nabire Provinsi Papua Tengah

KONTRAK E CATALOG
SURAT PESANAN

‘ : SATUAN KERJA PEJABAT
purc hasin g PENANDATANGAN/PENGESAHAN
SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK TANDA BUKTI PERJANJIAN :

NOMOR DAN TANGGAL SP':

SURAT PESANAN (SP) INOMOR : 440 / 980 / PPK / OTSUS
KONTR-MOTNBX / XI /2023

TANGGAL : 07 NOVEMBER 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama . dr. Silwanus A. Sumule, SpOG(K),. MH.Kes

Jabatan . Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Alamat . Jalan Merdeka No. 53A karang mulia Kabupaten Nabire Provinsi Papua
Tengah

sclanjutnva disebut sebagai Pengguna Anggaran (PA) selaku Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) :

Nama : WENDI

Jabatan : Direktur

Alamat . JI. Mandor No. 28 Medan

vang dalam hal ini diwakili oleh : PT. Mechtron Mastevi Indonesia
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang :

1Mlt(|'=:wh|l; PAKET FKS-P2311-7825554
T Tanggal
N
e Kuantitas Hate Harga Satuan He.n'ga Pengiriman| Total Harga
Produk Uang Kirim
| Produk
4815015999-
EKS- :
1
168803045 i o Rp Rp e Rp
i ' 4. 699. 000. 000, 00}(0, 00 2023 4, 699. 000. 000, 00
Operating
Theatre With
HYAC el sl

TERBILANG : Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah

Paraf
PAIPPK [ Penyedia
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SYARAT DAN KETENTUAN SURAT PESANAN

. Hak dan Kewajiban
a. Penyedia
|. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian
barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di
dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:

a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi
persyaratan Katalog Elektronik;

b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari
harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada
periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi
teknis dan persyaratan yang sama,

c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini
selambat- lambatnya pada (31 Desember 2023) sejak SP ini
diterima oleh Penyedia;

d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas
barang yang dipesan;

e. mengganti barang setelah Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui
Pejabat/Panitia  Penerima  Hasil Pekerjaan (PPHP)
melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:

I. barang rusak akibat cacat produksi;
2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga

barang diterima oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;
dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi
barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
f memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti
instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan
garansi masing-masing barang.
b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
memiliki hak:
a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi
yang tercantum di dalam SP ini.
b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas
barang yang dipesan,
c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
1. barang rusak akibat cacat produksi;
2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga

barang diterima oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;
dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi
barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjan; ikan seperti
instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan

Paraf
PA/PPK | Penyedia
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garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
memiliki kewajiban:
a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang
tercantum di dalam SP ini; dan

b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;

c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh
penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila
ada).

Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam
SP ini selambat-lambatnya pada (31 Desember 2023) sejak SP ini diterima oleh
Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
BLUD RSUD Kabupaten Nabire Jalan R.E Marthadinata, Siriwini, Kabupaten
Nabire, Provinsi Papua tengah

4, Tanggal Barang Diterima
Barang diterima paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

a.

6. llarga
1.

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP
menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan
ketentuan di dalam SP ini.

Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:

I. barang rusak akibat cacat produksi;

2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima
oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;
dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang
sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat
menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis
kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta
Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang
yang diterima.

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat
memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat
mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat
mutu atau kerusakan.

Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan
memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
kerja.

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar




kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum

pada SP ini.

Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya

pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya

layanan purna jual.

3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar
kuantitas dan harga.

ra

7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan
lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP.
Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan / atau subkontrak
a. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat
pergantian nama Penyedia baik sebagai akibat peleburan (merger) ,
konsolidasi atau pemisahan
b. Pengalihan Sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut :

I. Pengalihan Sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa
bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman
barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian
/Lembaga/Satuan Kerja perangkat Daerah/Institusi, dan

2. Pengalihan Sebagian pelaksanaan kontrak dapat dilakukan untuk
barang/jasa bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan
konstruksi(minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mis, dan
lain sabagainya

9. Perubahan SP
a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP
b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal
terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat
Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau Permohonan
Penyedia yang disepakati oleh pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian

10. Peristiwa Kompensasi
a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan
pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti
rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar.

I 1. Hak Atas Kekayaan Intelektual

a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang
dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual
(HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua
tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan
atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan
terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
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schubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran
hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang
dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada)
berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak
mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian
Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan
setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam
SP ini.

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan
menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah
ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda  Bukti  Perjanjian,  Penyedia
berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka
waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

d. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu
dalam  jangka waktu  yang  ditentukan, maka  Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya
perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk
oleh Pcjabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan
melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar
biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang
diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan
Penyedia.

13. Pembayaran
a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
l. penyedia telah mengajukan tagihan;
2. pembayaran dilakukan dengan non tunai secara sekaligus ; dan
3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus
perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses
pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
l 14. Sanksi
a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:

I. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari kerja;

2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam
transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang
dapat diterima; dan/atau

3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang
lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-
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Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta
spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dikenakan sanksi administratif berupa:
I. peringatan tertulis; .
2. denda: dan '
3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e- |
Purchasing; atau
b. penurunan pencantuman darn  Katalog Elektronik (e-
Catalogue).
¢. Tata Cara Pengenaan Sanksi
PPejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan
sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan
ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala
LK PP tentang e- Purchasing.

|9, Penghentian dan Pemutusan SP
. 4, Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi
5 Keadaan Kahar.
b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian
|. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat
melakukan pemutusan SP apabila:

a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas
berakhirnya SP;

b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu
menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan
kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender
sejak masa berakhimya pelaksanaan pekerjaan untuk
menyelesaikan pekerjaan;

c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan
sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa
berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa
tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

d. Penyedia lalai/cidera  janji dalam  melaksanakan

kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam

jangka waktu yang telah ditetapkan;

Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau

pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh

instansi yang berwenang; dan/atau
f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN
dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan
selambat-lambamya 14 (empat belas) hari kerja setelah Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan
pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada
Penyedia.
¢. Pemutusan SP oleh Penyedia
I. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal

¢
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sebagai berikut:

4. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat
melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum
SP:

b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan;
atau

¢. Pejabat Penandalangan/})engesahan Tanda Bukti Perjanjian
tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
SP atau Adendum SP,

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan
selambat-lambamya 14 (empat belas) hari kerja setelah Penyedia
menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara
tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengcsahan Tanda Bukti
Perjanjian.

Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dajam jangka waktu
sebagaimana ditetapkan dalam Sp ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda
keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari tota] harga atau dari sebagian
total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

. Keadaan Kahar

a. Keadaan Kahar adalah suaty keadaan yang terjadi diluar kehendak para
pthak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang
ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.

b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang

perundang-undangan.
A. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang
disebabkan oleh perbuatan atay kelalaian para pihak.
B. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan  yang  diakibatkan oleh
terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksj.
C. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan
kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
- Penyelesaian Perselisihan
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia
berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damaj

dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melaluj
arbitrase, mediasi, konsiliasi alau pengadilan negeri dalam wilayah hukum
Republik Indonesia.

Larangan Pemberian Komis;

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atay akan menerima
komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik
langsung  maupun tidak langsung dari SP in;. Penyedia menyetujui bahwa
pelanggaran syarat inj merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP inj.

——— .
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20 Masa Berlaku Sp

SP ini berlaky sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan
sclesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP p; dibuat dan dit:mdatangani dalam 2 (dua) rangkap bermateraj dan masing- masing
memihiky kekuatan hukum yang sama,
|
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Untuk dan atas namg Pemerintah Daeraly | Untuk dan atas nama Penycdia/Kcmitraan
Provinsi Papua Tengah | (KS0)

Pengguna Anggaran (PA) selaky PT. MECHTRON MASTEV] INDONESIA
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Produk : Modular Operating Theatre Stainless Steel + Glass Ruang OK Minor  =mwviias o

p : FR.03.02/VA/04794/2022 H (
: HVAC

.COM

SUAY Rl oviwl L AtaNL AN R oD iy,

DESCRIPTION

MODULAR FRAME MOT

Struktur dlndrng
2 | Coving Profil °VC

3 | Sistem Plafon

4 FLOOR VIHYL

Iypv 01 tloor coverlng ! Homogeneous \nnyl sheet

Material : Polyvinyl chlorlde

Polyurethane coating

. Trueshield

MODULAR OPERATING THEATRE WALL PANEL & A

CCESSORIES

Material Magnesnum Board cover Stamless Steel
Skin -Slamless Steel

HE 2% B

Wall Glas Panel with Plcture

Material 3 Magnesmm Board cover Tempered Glass

Skin : .Tempered Glass
: ﬂmakesrm : e i e ey
Material s :SUS 304
‘S”C o e e el G “;-300)("3(-30” el et
= e s : R S it

Wa” Point Outlet ]
Wall Paint Outlet for Oxygen (02)

{-wall Point Outlet for Nitrogen Monoksida (N20) k-

) _VWd” Pomr O
5 | Lampu Celling

letfor Vacum (v)

:LED nght

S ECLHIEMENT | o : A
1 | AUTOMATIC HERMETIC sumNG DOOR, SINGLE SLIDING

SIZL e iirans A s RT e— 4L AER Cemaat tma A ——— AP 1L S8 e b 1 a 150 x 210 Cm g L SREAES bt 41 ra a4 ) emie Famn L e 8 B0 It i1 1814 s ovnsenswne 34 530 by adsBax BtiR 2 F RS it
 View Windows SrEReR S e i Erameless view wrndow 300)(500 T, . 5 5 i

Operator e e o 1 .Automatcherme _’u_“_hdmgOperalor

__with alum 1 alloy cover

Accessories = ... - Hermatic handles, 1 set security sensor, 2 ACS S e

: ..hand sensor and 2 pes footsensors, 1pc s
2 | AUTOMATIC HINGE DOOR oSy ey
Stze S e ‘90 X 210 cm PR O Sreata s
View Windows - v nETameless view window 400)(500 S T e A sl
Sensor . Touchless hand Sensor LR LN
Accessonies ceir e e . 3D senSOr and _manual force SA4ON.50<N - == o
e S e e e :
Uk A Bl ety o e e S e ~830x 660 x 830 mm s e
B 1995@99.._’5.?99--_ e e,
i Sdfely sistern 5 R et 11484 B0 8085 B S
4 _Automatic SCRUB STATION e e e o s =

_g.auagty b Tl ey ¥ 2 person




Material

Dimensinn

Filter

ainlesssteel
x60x185¢cm

ilter 1 micronﬂ{ug__cs

UV lamp
Water Prcssqrc

Flectric

Waler Control

_Snap Control

Water preasurepumps = -

; filter 0,2 micron / pcs

A10W/2pes

:14Kg/em2

1 200W-220V; 1phase - S0Hz

.Xnee pushbutton & infrared sensor

«...Kn€E pushbutton & infrared sensor

224 Kgfem2

el LU LTI DT
.3 | CABINET

Dimens

Material

: Autp_matic

.:20%30x 170 cm

: Stainless Steel

6 | Panel Control with Monitor AHU
Touch Screen Contrql for HVAQ.s‘;ystem
Size
Menamplrkag_ 3
C/w Accessories

Control & Motoring AHU System

i22inch

..:Jam, Suhu, Kelembaban

7 | Pendant Anestesi Single L e s e
wn SCHlING COVER, H=77mm, for singlebase :
. ...S08le mechanical arm, length = 750mm
[__ T e i SOPENOL (UD€, L= 900mm, for Pendant . £
| _ Distribution column, L= 800mm, 298mm
e Tl rail:mount, with side rail and one drawer
| e S 430mm(W)x480mm(D)
E i ....nfusion arm, rail-mount, 300mm e
o JOfUSIOD pOlE, 121000, helght adjustable

ELECTRICAL OUTLETS

9 | X-Ray fiim viewers

.. D] Medical Grade Surgical AHU
1 | BodyHousing

... |oad capacity 30kg

Equipotential pin, green and yellow et e S

R4S outlet, CAT 5, with cable, Winpro

C s EICATICE] SOCKeY, Indonesia TERIE ST
Gas Outlet (Jis Standart/by request)  Consist of : s e D N e, B L e
02:2pcs
________ ..vac:lpes : et e
___________________ o e el
e N N0 e e
= OS5 passive : 1 pes el e
Ao AHUSUmIcalE e B
~ Brand . HVAC
. Cooling Capacity oS KWl | e
Model L MTU + AM -
Evaporator Unit Bloelincoll 2 L 1) L




Humidity

Body 5
inside body ,
Outside body
:'Juc};_r_wess_@_)_g_d_y

Fan unit

Filtration stages :

Temperature controller

Electric Heater

..Lolour coated

Control

Double Skinned Panel with Rigid PU

Sdivanicdsteel B

dimmiEdinjected Te 7 T

_"lncludpd

included

Room pressure indicator
Sound attenuator
. Condensingunit

Configuratio

2. LAMINARISATORI
L e s

Material

Size

eluin SERE

_ SAMSUNG DVMS Inverter

...Homogeneus Double Membrane Layer

..Alm Damper -> G4 -> £8 -> DX Coil -> Eiiealersstan . EoRE e

. 3U5 304K w. Glasscloth Aluminum Foam Foil b e
2600 %2400 * 500 mm

depobilterss S8 b 0 LAk 22,997 @03 micTon) - & ST e e
guilt In LED__Lnght Syg_tlem %
8 PIPE CONNECTION e S M
Refrigerant Pipa w. ASTM B:280 Class L and 22mm insulation
t/w UPVC Bluc Color Jacketing thickness 0,51mm A s TP .
A Rnce winsilaon: SSIRaY e e AT s Sins LR
i S S I et e O L B A ) J
L C, INSTALASI DUCTING : - s )
.. Ducting BILS ¢/w Insulation Thickness. 10-20mm IXPE Foam w. aluminumfoil
L i N S S et e e T b e i
N | Suppont Ducting & pemipaan =t 5 e
.. Aluminium Louvre Powder Coating White L o o e e -
e HenumiBerBenimlett o o oo o L o o St S R et e
Flexible Round Duet Alumiiym s G B e L B
flexible Pipe for Exhaust < e, :
Frash Alr Ouct 8 Insect Wire MeshGrille R S TR

D CablePower = ! el RE . et
- Condensing Unit g :
AHU Humidity Controller e e U e S e e
ghdotonkan IENER I S e e s el T e S Ko s )
i —if o Lightning System
v e AUtOMatic Door i S
| SRendanle s iy~ U D !
= -Wall Socket S =
- X-Ray Viewer
l Rl URIa MO G R s e N )
.. CODMOl Cable, sensor, LAN, thermist,ete o Se

Grounding System for Electrical Control Panel




SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM
l.  Definisi Istilah-istilah  yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum

Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau

tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut.

1. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan
melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi
Pemerintah.

2. Bagian pekerjaan yang disubkontrakan adalah bagian
pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan utama yang
ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan
yang pelaksanaanya diserahkan kepada Penyedia lain
(subkontraktor) dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak.

3. Daftar Kuantitas dan Harga adalah daftar kuantitas yang telah
diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang
merupakan bagian dari penawaran.

4. Direksi Lapangan adalah tenaga/tim pendukung yang
dibentuk/ditetapkan oleh Pcjabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih,
untuk mengelola administrasi Kontrak dan mengendalikan
pelaksanaan pekerjaan.

5. Harga Kontrak adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang
tercantum dalam Kontrak.

6. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS
adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah memperhitungkan
biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan
Nilai.

7. Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat HSP
adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan
tertentu.

8. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah kerangka waktu yang
sudah terinci berdasarkan Masa Pelaksanaan, setelah
dilaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dan disepakati
dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.

. 9. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar
kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat
diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan
dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

Eyarat-Symt Umum Kontrak 2




10.

L2

I8,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan
bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah
penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.

. Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat K8O adalah

kerja sama usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak
mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas
berdasarkan perjanjian tertulis.

Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut Kontrak
adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan
hukum antara Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa konsultansi
konstruksi atau pekerjaan konstruksi.

Kontrak Harga Satuan adalah Kontrak dengan harga satuan
yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan
spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan
dalam batas waktu yang telah ditetapkan, volume atau
kuantitas pekerjaanya masih bersifat perkiraan pada saat
Kontrak ditandatangani, pembayaran berdasarkan hasil
pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan dan nilai
akhir  Kontrak ditetapkan setelah seluruh  pekerjaan
diselesaikan.

. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN yang

selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh
kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan
tanggung jawab Penggunaan Anggaran pada Kementerian
Negara/Lembaga yang bersangkutan.

Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang
selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.

Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini
terhitung sejak tanggal penandatangananan Kontrak sampai
dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.

Masa Pelaksanaan adalah jangka waktu untuk melaksanakan
seluruh pekerjaan terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai
dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.

Masa Pemeliharaan adalah jangka waktu untuk melaksanakan
kewajiban pemeliharaan oleh Penyedia, terhitung sejak Tanggal
Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan.

Mata Pembayaran Utama adalah mata pembayaran yang
pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80%
(delapan puluh persen) dari seluruh nilaj pekerjaan, dihitung
mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.

Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah metode yang
menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang
sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan
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pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing
Jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggung
Jawabkan secara teknis.

21. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat
Pejabat Penandatangan Kontrak adalah pejabat yang diberi
kcwenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan
dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja negara,

22. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak
berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atay dimanfaatkan
oleh pengguna Barang.

23. Pekerjaan Konstruksi adalah kescluruhan atau scbagian
kegiatan  yang meliputi peémbangunan, pengoperasian,
pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali
suatu bangunan.

24. Pekerjaan Utama adalah rangkaian kegiatan dalam suatu
penyelenggaraan pekerjaan konstruksi Yang memiliki pengaruh
terbesar dalam mengakibatkan terjadinya keterlambatan
penyelesaian pekerjaan konstruksi dan secara langsung
menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi
sesuai peruntukannya sebagaimana  tercantum dalam
rancangan kontrak.

25. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu,

26. Pengawas Pekerjaan adalah tim pendukung/badan usaha
yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak yang bertugas untuk mengawasi
pelaksanaan pekerjaan.

27. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah
pejabat pémegang kewenangan penggunaan anggaran
Kementerian Negara /Lembaga/ Perangkat Daerah.

28. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan
layanan Jasa Konstruksi yang dapat berupa Pengguna
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, atau Pejabat Pembuat
Komitmen.

29. Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa
berdasarkan Kontrak.

30. Personel Manajerial adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang
ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan
pckerjaan.

31. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada
Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti
Pengadaan Barang/Jasa dj seluruh Kementerian/Lembaga
dalam jangka waktu tertenty,
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J3. Surat Jaminanp yang sclanjutnya disebuyt Jaminan adalah
Jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank
Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan

mendorong ekspor Indonesia,

untuk menandatangani Kontrak kepada Penyedia untuk
mcmulai melaksanakan pckerjaan.

35. Tanggal Mulaj Kerja adalah tanggal yang dinyatakan pada
SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk

menandatangani Kontrak untuk memulai melaksanakan
pekerjaan.

36. Tanggal Penyelesaian pPekerjaan adalgh tanggal penyerahan
pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima

Barang yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak dan Penyedia.

37. Tempat Tujuan Akhir adalah lokasi yang tercantum dalam
Syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana

Barang akan dipergunakan oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak.

38. Tempat Tujuan Pengiriman adalah tempat dimana kewajiban
pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan
ketentuan pengiriman Yang digunakan,

39. Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan adalah tanggal serah
terima pertama pekerjaan selesaij (Provisional Hand Over/PHO)
dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama
Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak,

40. Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan adalah tanggal serah
terima akhir pekerjaan selesaj (Final Hand Over/FHOQ)
dinyatakan dalam Berita Acara Scrah Terima Akhir Pekerjaan

yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak.,

41. Tenaga Kerja Konstruksi adalah tenaga kerja yang bekerja di

sektor konstruksi yang meliputi ahli, teknis; atau analis, dan
operator.

2. Penerapan SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-
ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi
berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
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3. Bahasa dan 1.
Iukum
2.
3.
4. Korespondensi l.
2
5 Wakil Sah  Para I
Pihak
2
3
6. Larangan Korupsi, 1.
Kolusi dan
Nepotisme (KKN),
Penyalahgunaan
Wewenang  serta
Penipuan
2

- Kewenangan Waki]

Bahasa Kontrak harus dalam bahasa Indonesia,

perselisihan dengan pihak asing digunakan Kontrak dalam
bahasa Indonesiy,

Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di
Indonesia,

Semua korespondensi dapat berbentuk
faksimili dengan alamat tujuan para
dalam SSKK.

surat, e-mail dan/atau
pihak yang tercantum

dalam SSKK,

SSKK.

Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk
dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atay
diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atay
Penyedia hanya dapat dilakukan atay dibuat oleh Wakil Sah Parg
Pihak atau pejabat yang discbutkan dalam SSKK kecuali untuk
melakukan perubahan kontrak.

Keputusan dari Para
masing-masing pihak,

. Dalam hal Direks;j Lapangan diangkat dan ditunjuk menjadi

Wakil Sah

Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para
pihak dilarang untuk :
a. menawarkan, menerima atay menjanjikan untuk memberi

Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua
anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subkontraktornya
(ika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang
dilarang pada pasal 6.1 dj atas,
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3. Penyedia yang menurut penilaian Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan
di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat

{an‘i berwenang untuk menandatangani  Kontrak sebagai
Jerikut;

a. Pemutusan Kontrak;
b. ngman Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana
ditetapkan dalam SSKK;
Sisa uang muka harys dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan
Uang Muka dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan
dalam SSKK: dan

d. pengenaan Sanksi Daftar Hitam,
4. Pengenaan sanks;i administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat

yang berwenang untuk menandatangani Kontrak kepada
PA/KPA.

C.

S. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang
terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atay nepotisme dan
penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Asal I. Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri

material/Bahan dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor
selama pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak.

2. Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan
diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang,
tumbuh, atau diproduksi.

3. Kendaraan yang digunakan  untuk pengiriman dan
pengangkutan material/bahan mematuhi peraturan
perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.

4. Barang yang diadakan harus diutamakan barang manufaktur,
pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya
dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).

S. Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen
berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal
dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor
harus sesuai dengan besaran TKDN yang tercantum dalam
Daftar Inventarisasi Barang/Jasa produksi Dalam Negeri
(apabila diberikan preferensi harga) yang merupakan bagian dari
Penawaran Penyedia.

6. Pengadaan barang impor harus mencantumkan persyaratan
kelengkapan dokumen barang:
a. Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin); dan
b. Sertifikat Produksi

7. Surat Keterangan Asal (Certificate of Onigin) dan Sertifikat
Produksi diserahkan bersamaan dengan penyerahan barang oleh
Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum serah
terima pekerjaan. Persyaratan Surat Keterangan Asal (Certificate
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wewenang dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangant
Kontrak,

. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih

dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam
Daftar Kuantitas dan Harga di dalam Kontrak maka Penyedia
berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar
usulan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan
pernyataan tidak berkeberatan (no objection) untuk dilaksanakan
dari Pengawas Pekerjaan. Pernyataan tidak berkeberatan atas
rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan Penyedia dari
tanggung jawabnya sesuai Kontrak.

Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang paling

sedikit meliputi :

a. mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan
konstruksi Penyedia Jasa pelaksana konstruksi;

b. memberikan ijin dimulainya setiap tahapan pekerjaan;

c. memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan
Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam
Kontrak;

d. memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan
konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan;

e. menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi
persyaratan;

f. bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi sesuai tugas dan tanggungjawabnya;

g. memberikan laporan secara periodik kepada Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak sesuai dengan
ketentuan dalam Kontrak.

Dalam hal Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan
wewenang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 15.3 yang
akan mempengaruhi ketentuan atau persyaratan dalam kontrak
maka Pengawas Pekerjaan terlebih dahulu mendapatkan
persetujuan dari Pejabat  yang berwenang  untuk
menandatangani Kontrak sesuai dengan ketentuan dalam
Kontrak.

. Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan perintah Pengawas

Pekerjaar yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan
dalam Kontrak ini.

16. Penemuan- Penyedia wajib memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang

penemuan

untuk menandatangani Kontrak dan kepada pihak yang berwenang
semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah

atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut
peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.

17. Akses ke Lokasi 1.
Kerja

Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak, Wakil Sah Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Pengawas
Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat izin dari Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak ke lokasi kerja dan
lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan
dilaksanakan.

__W
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2. Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan
ketersediaan jalur akses menuju lapangan dan Penyedia harus
be:_'upaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari kerusakan
akibat penggunaan/lalu lintas Penyedia atau akibat personel
Penyedia, maka;

a. Penyed_ia harus bertanggung jawab atas pemeliharaan yang
mungkin diperlukan akibat pengunaan jalur akses.

b. Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk sepanjang
jalur akses, dan mendapatkan perizinan yang mungkin
disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur,
rambu, dan petunjuk.

c. biaya karena ketidak layakan atau tidak tersedianya jalur
akses untuk digunakan oleh Penyedia, harus ditanggung
Penyedia; dan.

d. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul
akibat penggunaan jalur akses.

3. Dalam hal untuk menjamin ketersediaan jalan akses tersebut
membutuhkan biaya yang lebih besar dari biaya umum
(overhead) dalam Penawaran Penyedia, maka Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat
mengalokasikan biaya untuk penyediaan jalur akses tersebut di
dalam Harga Kontrak.

4. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak
bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul selain
pcnggunaan jalur akses terscbut

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK
8. Masa Pelaksanaan 1. Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.
Kontrak
2. Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang
ditentukan dalam SSKK

B.1.Pelaksanaan Pekerjaan
19. Penyerahan Lokasi 1. Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan peninjauan
Kerja lapangan bersama oleh para pihak.

2. Pcjabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan
kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana penyerahan
lokasi kerja yang telah disepakati oleh para pihak dalam Rapat
Persiapan Penandatangananan Kontrak, untuk melaksanakan
pckerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK
diterbitkan.

3. Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita
Acara Penyerahan Lokasi Kerja.

4. Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal
yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka
perubahan tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara
Penyerahan Lokasi Kerja yang selanjutnya akan dituangkan
dalam addendum kontrak.
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6.

Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
[idak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan
Penyedia yang untuk mulai bekerja pada Tanggal Mulai Kerja
untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu
hambatan yang disebabkan oleh Pejabat yang berwenang untuk
muﬁapdalangani Kontrak, maka kondisi ini ditetapkan sebagai
Peristiwa Kompensasi.

Penyedia menyerahkan Personel dengan memenuhi ketentuan

sebagai berikut :

a. bukti sertifikat kompetensi :

1) personel manajerial pada Pekerjaan Konstruksi; atau
2) personel inti pada Jasa Konsultansi Konstruksi;

b. bukti sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam
huruf b dilaksanakan tanpa menghadirkan personel yang
bersangkutan.

& perubahan Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan
jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya
akan melewati batas tahun anggaran.

d. pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi
melalui sistem kerja praktik/magang, membahas paling
sedikit terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis
keahlian.

Apabila Penyedia tidak dapat menunjukan bukti sertifikat maka
Pejabat Penandatangan Kontrak meminta Penyedia untuk
mengganti personel yang memenuhi persyaratan yang sudah
ditentukan. Penggantian personcl harus dilakukan dalam jangka
waktu mobilisasi dan sesuai dengan kesepakatan.

). Rencana Mutu 1.
Pekerjaan
Konstruksi (RPMK)

6.

Penyedia  berkewajiban  untuk mempresentasikan dan
menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan pengendalian mutu
pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan
Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak.

RPMK disusun paling sedikit berisi :

a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (Work Method Statement);

b. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/Inspection and Test
Plan (ITP);

¢. Pengendalian Subpenyedia dan Pemasok.

Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan
RMPK secara konsisten untuk mencapai mutu yang
dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini.

RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan.

Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK jika terjadi
Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi.

Pemutakhiran RMPK harus menunjukan perkembangan
kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap
penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap
urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus mendapatkan
persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani

Kontrak.
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7. Persetin: 2 :
i{erbetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
ontrak terhadap RMPK tidak mengubah kewajiban kontraktual

Penyedia,
21 ftl:f‘“"l?‘i““’ ' 1. Penyedia berkewajiban  untuk mempresentasikan  dan
Kest (mmlfmj menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan
Konstruksi (RKK) Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui

olch Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

2. Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan
RKK secara konsisten.

3. RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak.

: 4. Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai
d§ngan kondisi pekerjaan, jika terjadi perubahan maka
dituangkan dalam adendum Kontrak.

5. Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak.

6. Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani

Kontrak terhadap pelaksanaan RKK tidak mengubah kewajiban
kontraktual Penyedia.

22, Lingkup Pekerjaan Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas

23. Standar Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi |
dan standar yang ditctapkan dalam spesifikasi teknis dan/atau |
gambar |

24. Rapat  Persiapan 1. Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya

Pelaksanaan SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pejabat yang :
KEntralk berwenang untuk menandatangani Kontrak bersama dengan |

Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus
sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan
kKontrak.

2. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat
persiapan pelaksanaan kontrak meliputi :

a. Penerapan SMKK :

1. RKK;

2. RMPK;

3. Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan ”
(RKPPL) (apabila ada); dan ﬁ

4. Rencana Manajemen Lalu Lintas (RMLL) (apabila ada);

b. Rencana Kerja i

c. organisasi kerja ;

d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan termasuk
permohonan persetujuan memulai pekerjaan;

e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang
metode kerja yang memperhatikan Keselamatan Konstruksi;
dan;

f hal-hal lain yang dianggap perlu;

i S e r R
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B.2 Pengendalian Waktu
28 Masa Pelaksanaan 1.

2.

-~

Qgta 3213 dalam  pelaksanaan  pekerjaan  ditemukan
d'kl Sesualan dengan dokumen pada pasal 26.2, maka akan
tkenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban
untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai
Kerja, dan 'melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RMPK, serta
menyelesaikan  pekerjaan paling lambat selama Masa
Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SSKK.

Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan
pekerjaan  sesuai Masa Pelaksanaan karena di  luar
pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan
Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat
yang berwenang untuk mecnandatangani Kontrak, dengan
disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak, maka Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat
memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan
penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan
membuat adendum Kontrak.

Jilf.a pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan
akibal Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena
kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan
denda.

Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara
parsial), Masa Pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian
pekerjaan tersebut sesuai dengan SSKK.

Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah bagian pekerjaan
yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

29 Penundaan  Oleh  Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis Penyedia

Pengawas untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah

Pekerjaan

30. Rapat Pemantauan 1.

»

““MM_—M
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penundaan ini harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak.

Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat menyelenggarakan
rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk
menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan
untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaaan
atas sisa pckerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan

dini.
Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas
Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya

diserahkan kepada Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak dan pihak-pihak yang menghadiri

rapat.

Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan,
Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau
setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak

yang menghadiri rapat.
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i gas_“ rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam
delrtta Acara Rapgt Persiapan Pelaksanaan Kontrak. Apabila
alam rapat persiapan pelaksanaan kontrak mengakibatkan

perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam
adendum Kontrak.

4. Pada tahapan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, PA/KPA

dapat membentuk Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan
Kontrak.

25. Mobilisasi I. Mobilisasi paling lambat harus sudah mulaj dilaksanakan
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan
SPMK, atau sesuai kebutuhan dan Rencana Kerja yang
disepakati saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

2. Mobilisasi dilakukan scsuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu :
a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan
dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk instalasi alat;
L. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung
laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
c. mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi.

3. Mobilisasi peralatan dan kendaraan yang digunakan mematuhi
peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.

4. Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi dapat
dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

26, Pengukuran/ . Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, Pejabat yang berwenang
Pemerikasaan untuk menandatangani Kontrak dan Pengawas Pekerjaan
Bersama bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan

pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk
setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan
Peralatan Utama (Mutual Check 0%).

2. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara.
Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama
mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan
dalam adendum Kontrak.

3. Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga Kerja
Konstruksi dan/atau Peralatan Utama mengikuti ketentuan
pasal 67 dan 68.

27. Penggunaan 1. Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia berkewajiban
mcngutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan
tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di
Indonesia sesuai dengan yang disampaikan pada saat
penawaran.

Produksi Dalam
Negeri

2. Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan baku, Tenaga
Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak yang digunakan
mengacu kepada dokumen:

e. formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam
Negeri (TKDN), untuk Penyedia yang mendapat preferensi
harga; dan

f. daftar barang yang diimpor, untuk barang yang diimpor.

I ]
13

Sﬁr.;ant-Sy;x;a{ Umum Kontrak




31. Peringatan Dini 1.

21
32, Keterlambatan it
Pelaksanaan
Pekerjaan dan
Kontrak Kritis
2
3

Pe i 2
PC:ygcj:a berkeW_aJlban untuk memperingatkan sedini mungkin
gawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang

d 3

Kig?; kmempengaruhl mutu pekerjaan, menaikkan Harga
. a atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas
men"?ddn dapat memerintahkan Penyedia untuk

a5 I_ampaikan secgra tertulis perkiraan dampak peristiwa atau
PCll”El(lel tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan Masa

- aKsanaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin
disampaikan oleh Penyedia.

Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas

Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa
atau kondisi tersebut.

Apabila Pcnycdia terlambat melaksanakan pekerjaan scsuai

Jadwal, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani

Kontrak harus memberikan peringatan secara tertulis atau
memberlakukan ketentuan kontrak kritis.

Kontrak dinyatakan kritis apabila :

a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari
Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik
pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%.

b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100%
dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik
pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%.

c. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari
Kontrak), selisih kelerlambatan antara realisasi  fisik
pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5%
dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

Penanganan kontrak Kkritis dilakukan dengan rapat

pembuktian (show cause meeting/SCM) :

a. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak berdasarkan laporan dari
Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis
kepada Penyedia dan selanjutnya Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak menyelenggarakan Rapat
Pembuktian (SCM) Tahap I.

b. Dalam SCM Tahap I, Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan
Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan
fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu
tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita
Acara SCM Tahap L.

c. Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus
diselenggarakan SCM Tahap I[I yang membahas dan
menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh
Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang
dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.

d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani  Kontrak
menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus
diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan

W
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33, Pemberian 1.

Kesempalan

?;mg;akau besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh
ditu}; n i dalam wakf;u tertentu (uji coba ketiga) yang
o b'lg an dalqm Berita Acara SCM Tahap III.
- 1\bablla Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat
yang  berwenang  untuk menandatangani  Kontrak
menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis [l dan Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat
melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan
Mmengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-
Undgng Hukum Perdata.
Apabl}a uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan
pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka
berlaku ketentuan SCM dari awal.

Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan
pckerjaan sampai Masa Pclaksanaan berakhir, namun Pecjabat
yang bejr'wenang untuk menandatangani Kontrak menilai bahwa
Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberikan
kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekeriaan.

Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat Penandatangan

Kontrak untuk :

a. Memberikan  kesempatan  kepada Penyedia  untuk
menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai
berikut :

1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan

pekerjaan sampai dengan 50 (lima  puluh) hari kalender.

2) Dalam hal sctelah diberikan kesempatan sebagaimana

angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat

menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak
dapat :

a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian
sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai
kebutuhan; atau

b} Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia
dinilai  tidak akan sanggup menyelesaikan
pekerjaannya.

3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana
dimaksud pada angka 1) dan angka 2) huruf a), dituangkan
dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur
pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia
dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan
(apabila ada).

Pcmberian  kesempatan  kepada  Penyedia  untuk

menyelesaikan  pekerjaan dapat melampaui tahun

anggaran.

b. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan
dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan
sanksi administratif dalam hal antara lain :

1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan

2) Pckerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat

ditunda; atau

3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan

pekerjaan

4
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3. Pe i
mberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan

Pekerjaan dimuat da] y
am ad
mengatur ; endum Kontrak yang didalamnya

a. :
waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan.

Dﬁngcngan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia.
PErpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan
sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan
yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari
DIPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila pemberian
kesempatan melampaui Tahun Anggaran.

Ao o

34. Inspeksi Pabrikasi 1. ?alam hal Qiper]ukan, Pejabat Penandatangan Kontrak atau
dxm Inspeksi yang ditunjuk Pejabat Penandatangan Kontrak
apat  melakukan inspeksi atas proses  pabrikasi

gg{al?g/peralatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam

2. Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai SSKK.
3. Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam nilai Kontrak

35 Pengiriman . Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman
barapg sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen rincian
pengiriman dan dokumen terkait lainnya diatur dalam SSKK.

2. Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam SSKK.

3. Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi,
Penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang cara
penanganannya

36 Risiko Semua risiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap
berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada Pejabat
Penandatangan  Kontrak sampai dengan Tempat Tujuan
Pengiriman/Tempat Penyerahan Hasil Pekerjaan.

37 Pemeriksaan 1. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk melakukan

dan/atau Pengujian pemeriksaan dan/atau pengujian atas Barang untuk
memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyvaratan
yang telah ditentukan dalam Kontrak.

2. Pemeriksaan dan/atau pengujian dapat dilakukan sendiri oleh
Penyedia dan disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
atau diwakilkan kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam

SSKK.

3. Pemeriksaan dan/atau Pengujian dilaksanakan sebagaimana
diatur dalam SSKK.

4, Biaya pemeriksaan dan/alau pengujian telah termasuk pada
nilai Kontrak.

Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di tempat yang
ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait.
Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada

e ————————————— e ————————
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6.

38 Uji Coba 1.

B.3 Penyelesaian Kontrak
39. Serah Terima 1.
Pekerjnan
Konsltruksi

F:ﬂi:ﬁt t:;fnandgtangan. Kontrak dan/atau pihak lain yang
dilakukan chia Iblaya. Jika pemeriksaan dan/atau pengujian
kehadiran p ! fuar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya

ran Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain

iil;%riirkait merupakan tanggungan Pejabat Penandatangan

gl :;a hasil pemeriksaan dan/atau pengujian tidak sesuai
= gan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak,

ejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk menolak Barang
tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk
memperbaiki atau mengganti Barang tersebut.

A‘“S_ pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian yang
lerpisah dari serah terima Barang, Pejabat Penandatangan
Kontrgk dan/atau pihak lain yang terkait membuat berita acara
pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait dan Penyedia.

sztelal? barang dikirim, barang diuji-coba oleh Penyedia
d¥sak31kan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau
pthak lain yang terkait.

Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara.

Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang
ditentukan dalam Kontrak, maka Penyedia memperbaiki atau
mengganti barang tersebut dengan Dbiaya sepenuhnya
ditanggung Penyedia

Setelah pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan selesai, sesuai
dengan ketentuan dalam Xontrak, Penyedia mengajukan
permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak untuk serah terima pertama
pekerjaan.

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan
pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap hasil pekerjaan.

Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan terhadap
kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang
tcrcantum dalam Kontrak.

Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari Pengawas
Pekerjaan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak, apabila dalam pemeriksaan hasil
pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum
dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan
Penyedia untuk memperbaiki dan/atau  melengkapi

kekurangan pekerjaan.

Apabila dalam pemeriksaan dan /atau pengujian hasil
pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum
dalam Kontrak maka Pejabat yang berwenang untuk

*__M——-—-———#*
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6.

10.

12.

14.

menandat

Ao angani Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita

ah Terima Pertama Pekerjaan.

Lg?;gi;’%l:rrilidllakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima
merupakar 1a)rga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen)
pemba arn rgtcns; selama masa pemeliharaan, atau
it YK an dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari
e ontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan
meliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.

D : s .

LenyCQIa wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa
emeliharaan schingga kondisi tetap seperti pada saat
penyerahan pertama pekerjaan.

Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen
sclama 6 (cnam) bulan, scdangkan untuk pckerjaan semi
permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui Tahun

/S\gigKaran. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam

Setelgh Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan
permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak untuk penyerahan akhir
pekerjaan.

Pcjabat yang bcerwenang untuk mcnandatangani Kontrak
setelah menerima pegajuan sebagaimana pasal 33.9
memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan
pemeriksaan (dan pengujian apabila diperlukan) terhadap hasil
pekerjaan.

. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah

melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan
dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum
dalam Kontrak maka Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita
Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan,

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak wajib
melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum
dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.

. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan

sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan
sepihak oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur
dalam pasal 44.3.

Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan
(secara parsial) yang ketentuanrya ditetapkan dalam SSKK.

Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan

sebagian atau secara parsial yaitu

a. bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain; dan

b. bagian pckerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain
dalam pencapaian kinerja pekerjaan.

_.——-———-#_—-—-——M
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40. Serah Terima 1.
Barang

O.

. Ser

Dalam hal d;

maka cq}l. dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial,

p(‘n‘l(‘l'h'c ,d Pembayaran, ketentuan denda dan kewajiban
AHtliharaan tersebut di atas disestiailcan.

p::[’ji;ban pem?hharaan diperhitungkan setelah serah terima
lersebut Locuaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial)
llaksanakan sampai Masa Pemeliharaan bagian

pekerjaan tersebut berakhi .
dalam SSKK. rakhir sebagaimana yang tercantum

P}Aah ter_ima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan
(PHO parsial) dituangkan dalam Berita Acara. .

Sclelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang
tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan

ScCara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk
serah terima barang.

S'erah terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana
ditetapkan dalam SSKK.

Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan
Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan,

ya}x:g dapat dibantu oleh Pengawas Pekerjaan dan/atau tim
teknis.

Pemeriksaan barang dilakukan dengan menilai kesesuaian
barang yang diserahterimakan yang tercantum dalam Kontrak.

Pejabat  Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk
memeriksa kebenaran dokumen yang berisi identitas Barang
dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.

Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima Barang
jika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.

Atas pelaksanaan serah terima Barang, Pejabat Penandatangan
Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang
ditandatangani bersama dengan Penyedia.

Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah
terima barang maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah
Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk
memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan

pckerjaan.

Jika pengoperasian Barang memerlukan keahlian khusus maka
sebelum pelaksanaan serah terima Barang Penyedia
berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan
dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.

Pcjabat Penandatangan Kontrak menerima Barang sctelah:

" a seluruh Barang yang diserahterimakan sesuai dengan

Kontrak; dan ' !
b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada Pejabat

penandatangan Kontrak (apabila diperlukan).

M
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41. Pengambilalihan

42. Gambar As Built
dan Pedoman
Pengoperasian dan
Perawatan /Pemeli

haraan

BE.4 Adendum
43, Perubahan

Kontrak

44. Perubahan
Pekerjaan

11,

Pejabat Yang berwenan
mengambil alih lokasi
tertentu setelah dikely
pekerjaan.

—

2.

i

Syarat-Syarat Umum Kontrak

\Jika Bc s .
waktu ';Léll?g gang diserahterimakan terlambat melewati batas
c it Kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia

atau bukan akibat K e
denda keterlarnbatr:meadaan Kahar maka Penyedia dikenakan

g untuk menandatangani Kontrak akan
dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu
arkan surat keterangan selesai/pengakhiran

J H . ‘e
Lenyedna diwajibkan menyerahkan kepada Pejabat yang
crwenang untuk menandatangani Kontrak Gambar As-built

c.ian pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan
S¢sual dengan SSKK.

Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian
dan perawatan/pemeliharaan, Pejabat yang berwenang untuk

menandatangani Kontrak berhak menahan uang retensi atau
Jaminan Pemeliharaan.

Kontrak hanya dapat diubah melalui Adendum kontrak.

Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh

para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi :

a. perubahan pekerjaan;

b. perubahan Harga Kontrak;

c. pcrubahan jadwal pclaksanaan pekerjaan dan/atau Masa
Pelaksanaan;

d. perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi.

Untuk kepentingan perubahan Kontrak, Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat meminta
pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan Pejabat/Panitia
Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak meneliti
kelayakan perubahan kontrak.

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada
saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis
yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak bersama Penyedia
dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:

a. mecnambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam

Kontrak

b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan;

dan/atau '
d. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

C.

Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti
yang dimaksud pada pasal 37.1 namun ada perintah
perubahan  dari Pejabat yang  berwenang  untuk
menandatangani Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak bersama Penyedia dapat menyepakati

perubahan pekerjaan yang meliputi :




45. Perubahan Harga

prm—

—

SYarat—.S;rarathi!n;;n;

jo)

- Menambah dqn
b, mengubah spe
dan/atay

mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan

/atau mengurangi jenis kegiatan /pekerjaan
sifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan;

(G

Perint: - S y

ber:;t?{g Perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat yang
ol Png un.tuk men_andatangani Kontrak secara tertulis
: enyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis

dan
el harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang
ercantum dalam Kontrak awal.

;l’ai%il negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai
asar penyusunan adendum Kontrak.

Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada
p'asal 37.1 dan 37.2 mengakibatkan penambahan Harga
Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan
penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh
persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan
tersedianya anggaran.

Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh :

a. perubahan pekerjaan;

b. penyesuaian harga; dan/atau

c. Peristiwa Kompensasi.

Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan
dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari
10% (scpuluh persen) dari kuantitas awal, maka pembayaran
volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang
disesuaikan dengan negosiasi.

Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan
timpang, maka harga satuan timpang tersebut hanya berlaku
untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen
Pemilihan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan
harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.

Apabila ada daftar mata pembayaran yang masuk kategori
harga satuan timpang, maka dicantumkan dalam Lampiran A

SSKK.

Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka Penyedia jasa
harus menyerahkan rincian harga satuannya kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak. Penentuan harga satuan mata
pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi.

Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah

sebagai berikut :

a. harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat
adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang

berlaku.
b. penycsuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun

Jamak dengan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18

(delapan belas) bulan; :
c. penyesuaian harga satuan diberlakukan mulai bulan ke-13

(tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;

e ————— ey
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46. Perubahan Jadwal 1.
Pelaksanaan
Pekerjaan
dan/atau Masa
Pclaksanaan

d. penyesuaj
penyesuaian harga  satuan  berlaku bagi seluruh

kegiat: .
biilril dtr-lémdta pembayaran, kecuali komponen keuntungan,
o ta idak lar_lgsung (overhead cost) dan harga satuan
5 penp ng S_ebagalmana tercantum dalam penawaran;
t Pelyesualan harga satuan diberlakukan sesuai dengan

Jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak
awal/adendum Kontrak

f. penyesuaian h
berasal dari Iy
harg

arga satuan bagi komponen pekerjaan yang

_ ar negeri, menggunakan indeks penyesuaian

larga dari negara asal barang tersebut

& Jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai
akibat a}danya adendum Kontrak dapat diberikan
penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas)sejak
_adcr1C1Um Kontrak tersebut ditandatangani

- indeks yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak
_tcrlambat discbabkan oleh kesalahan Penyedia adalah
Indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi
pekerjaan.

12 J$3ni5 pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya
diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga
pada saat pelaksanaan

Ps<etentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga diatur dalam
SKK.

Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu
pada pasal Peristiwa Kompensasi.

Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan
oleh :

a. perubahan pekerjaan;

b. perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau

c. Peristiwa Kompensasi.

Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atas
pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai
berikut :

a. perubahan pekerjaan;

b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau

c. Keadaan Kahar.

Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama
dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau
waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat
dari ketentuan pada pasal 39.2 huruf a atau b.

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat
menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak
setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang
diajukan oleh Penyedia dalam jangka wgktu seg.uai
pcrtimbangan  yang wajar setelal} Penyedia meminta
perpanjangar. Jika Penyedia lalai u1_1tuk membenkgn
peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat_ bekerja
sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka
keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk
memperpanjang Masa Pelaksanaan.

. Syarrﬁtv—_S;'izirat Umum Kontrak




Pejabat

berdasarlz;?;g be.rwenang untuk menandatangani Kontrak

Peneliti Pelayos. .. "angan Pengawas Pekerjaan dan Panitia

tidakn sanaan Kontrak harus telah menetapkan ada
ya Perpanjangan dan untuk berapa lama.

6. Persetujuan perubahan

Perpanjangan M
Koning asa Pelaks

Jadwal pelaksanaan dan/atau
anaan dituangkan dalam Adendum

~l]

;;iaerj:;;?lai veristiwa  Kompensasi schingga penyelesaian
b a}? melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia
berdasark;nmd memmtq perpapjangan Masa Pelaksanaan
e ala penunjang. Pejabat yang berwenang untuk
S angani Kontrgk berdasarkan pertimbangan Pengawas
) Jaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis.
Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui
adendum Kontrak.

a7 }’4_'rul):1.han 1 Jik'd. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
personil menilai bahwa Personel Manajerial :
manajerial a. Tidak mampu  atau tidak dapat melakukan pekerjaan
dan/atau dengan baik

b. tidak menerapkan prosedur SMKK; dan/atau

C. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;

maka Pcnycdia berkewajiban untuk mcnycdiakan pcngganti
dan menjamin Personel Manajerial tersebut meninggalkan
lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta
olch oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak.

peralatan utama

2. Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
menilai bahwa Peralatan Utama :
a. tidak dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi peralatan;
dan/atau
b. tidak sesuai peraturan perundangan terkait beban dan
dimensi kendaraan;

maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti
dan menjamin peralatan utama tersebut meninggalkan lokasi
kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

3. Dalam hal penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan
Utama perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk
menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau
lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatan yang
digantikan tanpa biaya tambahan apapun.

Pejabat yang berwenang untuk mengndatangani Kontrak dap_at
menyetujui penempatan/penggantian Personell Ma}najenal
dan/atau Peralatan Utama menurut kualifikasi yang
dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas

Pekerjaan.

Perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama
harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pejabat yang
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B.5 Keadaan Kahar

a8 Keadaan Kahar il

bCf‘chan

o B untuk Mmenandatangani Kontrak dan dituangkan

am adendum kontrak.

Biaya mobilisasi/demobilisasi yang timbul akibat perubahan

P . .
l‘ersonel Manajerial dan/atay Peralatan Utama menjadi
anggung jawab Penyedia.

Contoh Keadaan
bencana non g
kondisi cuaca e

Kahar tidak terbatas pada: bencana alam,
am., bencana sosial, pemogokan, kebakaran,
kstrim, dan gangguan industri lainnya.

Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang
disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat yang berwcnang

untuk menandatangani Kontrak atau Penyedia

memberilahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada
salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan :

a. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender
sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian
atau terjadinya Keadaan Kahar;

b. menyertakan bukti keadaan kahar;

c. menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja
pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat
akibat Keadaan Kahar tersebut.

Bukti Kcadaan Kahar dapat berupa :

4. pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang
berwenang sesuai  ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan/atau

b. foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah
diverifikasi kebenarannya.

Hasil identifikasi kewsajiban dan kinerja pelaksanaan dapat
berupa :

a. Foto/video dokumentasi pekerjaan yang terdampak

b. Kurva S pekerjaan; dan

c. Dokumen pendukung lainnya (apabila ada)

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
meminta Pengawas Pekerjaan untuk melakukan penelitian
terhadap penyampaian pemberitahuan Keadaan Kahardan dan
bukti serta hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal
41.4 dan pasal 41.5.

Dalam hal Keadaan Kahar terbukti, kegagalan salah satu Pihak
untuk memenuhi  kewajibannya yang ditentukan dala.m_
Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi
apabila telah dilakukan sesuai p_ada pasal 41.3. Kewajiban yang
dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan
tecrhadap pckcrjaan/bagian. pekcxt_]aan yang terdampak
dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.

jadi Kontrak dapat
hal terjadi Keadaan Kahar, pelaksanaan
g?é??tikan. Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dapat

bersifat :

Syarat-Syarat Umum Kontrak




. Scme g .
f e % hingga Keadaan Kahar berakhir apabila akibat
b. perm: N Kahar masih memungkinkan
memﬁlﬁeﬂ- kapat?lla. akibat Keadaan Kahar tidak
c. sebagiargl inXan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
Yoo apabila Keadaan Kahar hanya berdampak pada
Jaglan Pekerjaan; dan/atau

d. s 2 :
;C\luruhnya apabila Keadaan Kahar berdampak terhadap
eseluruhan Pekerjaan

9. P anti : A
enghentian Pekerjaan akibat keadaan kahar sesuai pasal 41.8

C{L‘Lf;kat:ll;an secara tertulis oleh Pejabat yang berwenang untuk
atangani Kontrak dengan disertai alasan penghentian

pekerjaan dan dituangkan dal :
Penyedia. & am perubahan Rencana Kerja

10. l?icd.am\hal penghentian pekerjaan mencakup scluruh pekerjaan
Licli{k sémentara ataupun permanen) karena Keadaan Kahar,
aka:

a. Kontrak dihentikan sementara hingga keadaan kahar
berakhir; atau

b. Kontrak dihentikan permanen apabila akibat Keadaan Kahar
tidak memungkinkan dilanjutkan /diselesaikannya
pekerjaan.

L1. Penghentian kontrak sebagaimana pasal 41.10 dilakukan
melalui perintah tertulis oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak dengan disertai alasan penghentian
kontrak dan dituangkan dalam adendum kontrak.

12. Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat
melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat
. diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu
terhentinya Kontrak akibat Keadan Kahar. Perpanjangan Masa
Pelaksanaan dapat melewati Tahun Anggaran.

13. Selama masa Keadaan Kahar, jika Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak memerintahkan secara tertulis
kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan
pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima
pcmbayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan
mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi
yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar.
Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum

Kontrak.

14. Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan permanen, para
pihak melakukan pengakhiran kontrak dan menyelesaikan hak
dan kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk
menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan
hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan
pengukuran/pemeriksaan Dbersama atau berdasarkan hasil

audit.

B. i utusan Kontrak iz
2 Sengnentian.dan Penll;(‘nghentian kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan

10, Penghentian 4
K Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 41.

Kontrak

h_-—_“———_/—_;_——_;____—__—_————_—_%
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50. Pemutusan Kontrak

51. Pemutusan Kontrak
olch Pecjabat vyang
berwenang untuk
menandatangani
Kontrak

I

18

Pemut
erwe::r?n uKontrak dapat dilakukan oleh Pejabat yang
& Untuk menandatangani Kontrak atau Penyedia.

Pemut .

memb:rsiin Kontralk (dilakukan dengan terlebih dahulu
yang i Surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak
telah - N yang melakukan tindakan wanprestasi kecuali
¢lah ada putusan pidana

tSCur;;:) Peringatan diberikan 3 (tiga) kali kecuali pelanggaran
B Sl berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa
nusia, keselamatan publik, dan lingkungan dan

d{tlndaklan'qu dengan surat pernyataan wanprestasi dari
pihak yang dirugikan.

Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14
(cmpat belas) hari kalender sctelah Pcjabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak/Penyedia menyampaikan
pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis

kepada  Penyedia/Pejabat  yang berwenang  untuk
menandatangani Kontrak.

D_alam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu
pihak maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan
pepcapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh
Pgabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada),
scrta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan
kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak.

Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, Pejabat yang berwenang untuk

menandatangani Kontrak dapat melakukan pemutusan

Kontrak apabila :

a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau
pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh
Instansi yang berwenang;

b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN
dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar
oleh Instansi yang berwenang;

c. Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan
olch pengadilan;

d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum
penandatanganan Kontrak;

e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja;

. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan

Pelaksanaan

Penyedia lalai/cidera  janji dalam melaksanakan

kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam

jangka waktu yang telah ditetapkan;

h. berdasarkan penelitian Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak, Penyedia tidak akan mampu
menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun
diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan;

o7
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52. Pemutusan Kontrak
oleh Penyedia

apa

a.

Pen la ti
Cnyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah

d .
i ng:‘é?; kesempatﬁm menyelesaikan pekerjaan;
By rlilqen_ghentlkan pekerjaan selama 28 (dua puluh
terea i é\; kalender dan penghentian ini tidak
Enr R i am Jadwal pelaksanaan pekerjaan serta
5 e ClWuan pengawas pekerjaan; alau
S mengalihkan  seluruh  Kontrak  bukan
arenakan pergantian nama Penyedia.

?aliaén hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa

ae ELLI Sanaan karena kesalahan Penyedia, maka :

+ vaminan Pelaksanaan terlebih dahuly dicairkan sebelum

: P€mutusan kontrak;

). jlsa_uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau
aminan Uang Muka terlebih dahulu dicairkan (apabila
diberikan);

C. Penyed'ia rr_lembayar denda (apabila ada); dan

d. Penyedia dikenakan Sanks;i Daftar Hitam.

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa

Pemqliharaan karena kesalahan Penyedia, maka :

a. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
berhak untuk tidak membayar retensi atau terlebih dahulu
mencairkan Jaminan Pemeliharaan sebelum pemutusan
Kontrak untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan

b. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam

Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau
uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai
pembiayaan/pemeliharaan maka Pejabat yang berwenang
untuk  menandatangani Kontrak wajib menyetorkan
sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

Pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud pasal 44.2 dan

pasal 44.4 disertai dengan:

a. bukti kesalahan penyedia sesuai dengan ketentuan
Kontrak; dan

b. dokumen pendukung.

Pencairan jaminan scbagaimana dimaksud pada pasal 44.2
di atas, dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam

SSKK.

Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak

bila :

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
menyetujui Pengawas Pekerjaan untuk memerintahkan
Penyedia menunda pelaksanaan pekerjaan yang bukan
disebabkan oleh kesalahan Penyedia, dan perintah penundaan
tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari
kalendcr; ; :
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak
menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPE) untuk_
pembayaran tagihan angsuran se:e,uai dengan yang disepakati
sebagaimana tercantum dalam SSKK.

’ m

Syarat-Syarat Umum Kontrak




53. Pengakhiran l. Para pip
: e 5 ak d : : :
Pekerjaan dalam hg] terjadia f)at menyepakati pengakhiran pekerjaan
a.

Peényimpangan B
prosedur yan
kesalahan para pih yang diakibatkan bukan oleh

b. pelaksanaan i
ontrak tidak dapat dilani I
kcadaap e apat dilanjutkan akibat
o ruang lingkup kontrak sudah terwujud
; ad?i%iléhlran Pekerjaan sesuai pasal 46.1 dituangkan dalam
um final yang berisi perubahan akhir dari Kontrak

C

54. Berakhirnya [ :
: Kontrak ktngakhlran pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan
€sepakatan para pihak

Koit:trz_xk berakhir apabila telah dilakukan pengakhiran

D? €rjaan dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat

EjaJam Kontrak sudah terpenuhi.

3 Ff:rpcnuhmya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana
dimaksud pada pasal 47.2 adalah terkait dengan pembayaran
yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak

o

55. Peninggalan Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan
sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan
Kf)ntrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat
dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak tanpa kewajiban
perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua
peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah
mempertimbangkan kepentingan Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak.

(. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

S6. Hak dan Kewajiban Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus
Penyedia dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak,

meliputi :

a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai
dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam
Kontrak;

b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana
dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan
Kontrak;

c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;

d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan
sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan
yang telah diletapkan dalam Kontrak;
melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat,
akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga
kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari
lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun se.trnentara
yang diperlukan untuk p_ela}csanaan, penyelesaian dan
perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontr_ak;

f  memberikan keterangan-keterangan yang dlperlu.kan untuk
pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak; |

g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka}
memberi perlindungan kepada setiap orang yang b_erada di
tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang

!-'—A:-__E.‘-—__'__—f—————“_——r—_______—-_—_————gg
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57. Penggunaan
Dokumen-dokumen
Kontrak dan
Informasi

58. Hak Kekayaan
Intelektual

59. Penanggung Resiko

berhubun _
peralatan ian Cenean Pemindahan bahan baku, penggunaan

hak dan kewajiban [a; .
ditentukan dj JSS?(I}I{,ldm yang umbul akibat lingkup pekerjaan
Penyedia tidak

: diperk
menginformasikan dok perkenankan menggunakan dan

e umen Kontrak atau dokumen lainnya yang
mcis};lllnblilngan Qengap Kon?rak untuk kepentingan pihak lain,
informgs‘ lspesxﬁka& teknis dan/atau gambar-gambar, serta
o ij aau-n yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin
o I Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
ontrak sesuai keterituan peraturan perundang-undangan.

Penyedia wajib melindungi Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak dari segala tuntutan atau kiaim dari
pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran
Hak Kekayaan Intelektual oleh Penyedia.

1. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan
menanggung tanpa batas Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak beserta instansinya terhadap semua
bemu_k tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan,
kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses
pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap
Pcjabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari
tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak)
sechubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut
terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal

Penyerahan Akhir Pekerjaan :

a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda
Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan tenaga kerja
konstruksi;

b. cidera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;

c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh,
sakit atau kematian pihak ketiga;

2. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau
kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan
mcrupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan
tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

3. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak
membatasi kewajiban penanggungan dalam pasal ini. Dalam
hal pertanggungan asuransi tidak mencukupi maka biaya yang
timbul dan/atau selisih biaya tetap ditanggung oleh Penyedia.

Kehilangan atau kerusakan terha}dap hgsil pek{:xjaan atau
bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal
Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir
Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas

‘ Syaf’it-syt-u:;f Umum Kontrak




O0). Pelindung  Tenaga
Kerja

6l. Pemelitharaan
Lingkungan

62, Asuransi

3. Tindakan Penyedia
yang Mensyaratkan
Persetujuan Pejabat

Yarat-Syarat Umum Kontrak

e

Penyedi
8 a dan Subkont
ontrak : , =
Utk mengijepgan s o< tOT berkewajiban atas biaya sendiri

PIogram  Byg,p I‘Igakaz, Tenaga Kerja Konstruksinya pada
Ketenagakerjgan serr Do.CN88ara Jaminan  Sosial  (BPJS)
tersebut sebagaimars "o unasi kewajiban pembayaran BPJS
undangan ana diatur dalam peraturan perundang-

Keselamte. 5 onstruk_smya‘ untuk mematuhi peraturan

Pekerjaan, pe nstruksi kerja. Pada waktu pelaksanaan

diunggap, tepﬂgcdla beserta Tenaga Kerja Konstruksinya

keselamatan kd men}bucg dan  memahami peraturan
onstruksi kerja terscbut.

?gggg:la Kber_kewajlban untuk menyediakan kepada setiap

KonstruksierJaS Konstruksinya (termasuk Tenaga Kerja

e L_lbkontraktor, jika  ada) perlengkapan
elamatan kerja Yang sesuai dan memadai.

&, Eanfia mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan
ecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia wajib
melaporkan kepada Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang
timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam
waktu 24 (dua puluh cmpat) jam setelah kejadian.

I’enyedia_ berkewajiban untuk mengambil langkah- langkah yang
memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di
lgar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap
pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan
pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan  yang mengatur mengenai pengelolaan
lingkungan hidup.

L. Apabila disyaratkan, Penyedia wajib menyediakan asuransi
sejak SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir
Pckerjaan untuk pekerjaan/barang/peralatan yang
mempunyai risiko tinggi terhadap :

a. terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan
atas:
i segala risiko terhadap kecelakaan
il. kerusakan akibat kecelakaan

b. kehilangan; dan/atau

c. serta risiko lain yang tidak dapat diduga

2. Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga
sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja

Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran
dan termasuk dalam Harga Kontrak

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu

e tertulis Pejabat yang berwenang untuk

persetujuan




berwenang

vang Menandat, .
' k : angani Kont
e fatangani tindakan berikyt ontrak  sebelum melakukan tindakan-
menandatangani a. anSubko A :
Kontrak atau terca Ntrakkan Seh e
- 1 ol glan  pekerjaz ‘ ]
pengawas Pekerjaan b menuﬁﬁjﬁ dt}ﬂaldm Lampiran A SS}&- ¢rjaan  yang belum
er ) _
lercantum gq), SO Manajerial yang namanya tidak
C. Mengubah gar “ARPiran A SSKK;
SMKK; a4 memutakhirkan dokumen penerapan
d. ti ; :
Rdakan lajn selain yang diatur dajam SSUK.
Penyedi o
Dcritiliagetr;iﬁﬁjslb;n untuk mendapatkan lebih dahulu
tindakan. tiridpkas, < reifll(%a;\ffas Pekerjaan sebelum melakukan
a. melaks - : ;
renc kbanak?{n Sttiap  tahapan pekerjaan berdasarkan
= ana kerja dan metode kerja;
- Mengubah syarat dan K

C. mengubah Persone] M
d. tindakan lain sej

etgntuan polis asuransi;
vianajerial dan/atau Peralatan Utama:
amn yang diatur dalam SSUK.

3. T;ndakan lain dalam pasal 56.1 huruf d dan 56.2 huruf d
dituangkan dalam SSKK

i l;“i“”i‘_”? Hasil 1. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan
Pekerjaan Kontrak untgk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan
yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan.

I'Iasill pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan
kemajuan hasil pekerjaan

2. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan
pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan
dilokasi pekerjaan dicatat sebagai bahan laporan harian
pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

3. Laporan harian berisi :

. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;

- penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;

. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;

. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;

. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam
lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan;
dan

f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

oo os

4, Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan
berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu
minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

5. Laporan bulanan terdiri dari rangku_man laporan rpingguan
dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu
bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

Untuk merckam kegiatan pclaksanaan pckcrjaa_n konstruksi,
Pejabat yang berwenang untuk menandatangapl Kontrak clan
Penyedia membuat foto—foto_ dokgmentam ~dan video
‘ peléksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan.

!%W——_——-‘Sé—
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berwen; an  disetyjyj .
ang un i Menandatangan; [ggmr;lfh Pejabat yang
-pemilikan S :
n5s. Kepemtl emug rancan
pokumen dokumen. 8an, gambgr, Spesifi

dokumen 1 ey, oo 1@S1 desain, laporan, dan/atau

a piranti lunak yang dipersiapkan oleh

ontrak ini sepenyh
yang berwenang untukp bl

rinciann_ya kepada

e
menandag Pejabat  yang berwenang  untuk

anganj : ;
infr:lnlu}(()nlrak. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu)
.. Hap dokumen dan piranti lunak tersebut.

66, Kerjasama  Antara 1. Persyaratan ekor :
Penyedia dan memperhatikarf) 2 v9%an yang  disubkontrakkan fashs

paRsnyedl a: Dalam == hay g Pagu  anggaran di  atas

Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), jenis
Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan dicantumkan dalam
dokumen pemilihan  berdasarkan penetapan Pejabat
Penandatangan Kontrak dalam dokumen persiapan
pengadaan; dan
b. Bagian pekerjaan yang wajib disubkontrakkan yaitu :
1) Sebagian pekerjaan utama yang disubkontrakkan
kepada penyedia jasa spesialis, dengan ketentuan :
a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan
b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a)
sesuai dengan subklasifikasi SBU
2) Sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada
sub penyedia jasa usaha kualifikasi kecil dengan
ketentuan :
a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan
b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak
mensyaratkan subklasifikasi SBU

2. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang
disubkontrakkan tersebut.

3. Subpenyedia dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan
pekerjaan.

4. Penyedia Usaha Kecil tidak boleh mensubkontrakkan
pekerjaan kepada pihak lain.

5. Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasarr}a dengan
Subpenyedia hanya boleh mqlaksanakan sesuai Qengan
daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada)
yang dituangkan dalam Lampiran A SSKK.

Lampi A SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkont.rakkan
dan pl;alfbkontraktor) tidak beleh diubah kecuali atas

i tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk
rlfgrijz;ucji:;nngani Kontrak dan dituangkan dalam adendum

Kontrak.

MMW—‘?
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o7. Penyedia Lain
63, Alih
Pengalaman /Keahlj
an
69. Pembayaran Denda
70. Jaminan
L .

Syara

~I

diawag; oleh pep ~a Antara Penyedia dan Subkontraktor
Secara  perjpqik iwaﬂ Pekerjaan dan Penyedia melaporkan
. Kepada Pejahat yang berwenang untuk

Apabiia p .

padg pasafrslgegla melanggar ketentuan sebagaimana diatur
pekerjaan van. a4 59.5 maka akan dikenakan denda senilai
Yang disubkontrakkan tersebut,

Penyedia borteaw. ::

lokzlysi kclrj?l;t)ctzlﬁfnwaﬂba? untuk bekerjasama dan menggunakan

i Uika‘ada) daasul_q’alan_akses _bersama-sama dengan Penyedia

lokasi kerja, Jik N pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas
a dipandang perly, Pejabat yang berwenang untuk

oenandatangani  Kontray ' ' .
Penyedia Lain di lokasi kerja. i S

Dal

pagin‘;;} ala[;daks. dan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai

rupiah) sparan di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluk miliar
» Fenyedig memenu_hl ketentuan alih pengalaman /keahlian

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa
dendg sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap
kcwajlban—kcwajiban Penyedia dalam Kontrak ini. Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak mengenakan denda
dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan
Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab
kontraktual Penyedia.

1. Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini
dapat berupa bank garansi atau surety bond. Jaminan bersifat
tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh
penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
setelah surat perintah pencairan dari Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak atau pihak yang diberi kuasa
oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak

diterima.

2. Penerbit Jaminan selain Bank Umum harus telah
ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa

Kcuangan (OJK).

3. Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan
Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut :
a. Bank Umum, :
b. Perusahaan Asuransi;
¢. Perusahaan Penjaminan; : |
d. lembaga keuangan khusus yang menjalankan u‘saha di
bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk
mendorong ekspor Indonesia sesuai depgan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang lembaga

pembiayaan ekspor Indonesia.

e . s e e
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4. Jaming
in p : :

bcrwenan eliﬁﬁzﬁaan diberikan kepada Pejabat yang
diterbi) nya g Mehandatangani  Kontrak  setelah
(SPPBy sebelumura(;-l Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
dengan besar - llakukan Penandatanganan Kontrak
a. 5% (hmd )
b. 5% (1 Persen) dari Hargy Kontrak; atau

5. Masg be .
umggaa’”éi}({unyg Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak
Penyera}? andatangananan Kontrak sampai dengan Tanggal
an Pertamg Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO).

6. Jami :
df‘gggﬁ Pelaksanaan  dikembaikan setelah pekerjaan
o 3—; Sclesai 100% (seratus persen) dan diganti dengan
= an Pemeliharagn atau menahan uang retensi sebesar

o (lima persen) dari Harga Kontrak.

7 \éaminan Uang Muka diberikan  kepada Pejabat yang
€rwenang untuk Mmenandatangani Kontrak dalam rangka

8. Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional
S€suai dengan sisg uang muka yang diterima.

9. Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak
tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan
Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).

10. Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah pekerjaan
dinyatakan selesai 100% (seratus persen).

11. Pengembalian Jaminan Pemeliharan dilakukan paling lambat
14 (empat belas) hari kerja setelah Masa Pemeliharaan selesai
dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan

Kontrak.

12. Masa berlaku Jaminan Pemcliharaan paling kurang sejak
Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan
Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (Final Hand Over/FHO.

Penycdia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan
(iika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama
penggunaan secara wajar, Barang tidak menga__ndung cacat
mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian .Penyedia,
atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku selama masa

garansi berlaku.

71. Jaminan L.
Bebas/Cacat
Muiu/Garansi

3. Pejabat Penandatangan Kontrak menyampaikan
; ejmberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah
gitemukan cacat mutu tersebut selama selama masa garansi

berlaku.

S St :—#ﬁ_’—#__——&%
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4 rl‘Cl‘hadap

Penandatang[z:nmbcmahuan facat mutu oleh Pejabat
MeMmperbaj; 0ntrak,. Penyedia berkewajiban untuk
dalamj ngke’t Wailengganm, dan/atau melengkapi Barang
tersebuyt. tu yang ditetapkan dalam pemberitahuan

dak memperbaiki, mengganti, dan/atau
acat mutu dalam Jjangka waktu

6. ;Iﬁif lepas dari kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang
alal memperbajk;i Cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.,

- b P ‘ . . .

7)) i)(‘dcimr.l,n’ : i L. IZGnyedla diwajibkan memberikan petunjuk kepada Pejabat
)( ngoperasian dan Penandatangan Kontrak tentang pedoman pengoperasian dan
Perawatan PCrawatan sebelum serah terima Barang.

2. Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian
dan perawatan, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak
menahan pembayaran sebesar 5% (lima persen) dari nilai
kontrak.

D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK MENANDATANGANI
KONTRAK
73 Hak dan Kewajiban Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus
Pejabat yang berwenang  dilaksanakan olch Pejabat  yang berwenang  untuk
untuk menandatangani menandatangani Kontrak dalam melaksanakan Kontrak, meliputi:
Kontrak . mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh
Penyedia;
2. menerima  laporan-laporan  secara periodik  mengenai
pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
3. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan
pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum
dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
5. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang
dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan
pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan

6. menilai kinerja Penyedia.

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat

4 o Sili as
i memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau
kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk
kelancaran pelaksanan pekerjaan ini.
isti ' iberikan kepada penyedia dal
7S Peristiwa 1. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam

hal sebagai berikut:

. Kompensag;j —
o ﬁg
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g untuk menandatangani Kontrak

4. Pejabay Yang berwenan
2 :
: dwaj.p ekerjaan yang dapat mempengaruhi

mengubah

tidak membirilf,rwenang untuk menandatangani Kontrak

instrykg; 2l gambar-gambar, spesifikasi dan/atau
d. penyedig ;zifal Jadwal yang dibutuhkan:

kontrak: m bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam

C. Pejabay
oaag berwenang untuk menandatangani Kontrak

mcnginstruksikan ke :
: ada h ;
mclakg.kan pPengujian B pthak  Penyedia untuk

. untuk mengatasi kondisi tertentu yan
Eil‘dak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/gdag
1sebabkan oleh  Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak; atau;
h. ketentuan lain dalam SSKK,

2. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran
tambahan_ dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan
maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak berkewajiban untulk membayar ganti rugi dan/atau
memberikan Perpanjangan Masa Pelaksanaan.

& G_anti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat
dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan
kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak, dapat dibuktikan
kerugian nyata.

4. Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika
berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi
yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak, dapat dibuktikan perlunya
tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

S5. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan /atau perpanjangan
Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk
memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau
mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN /ATAU PERALATAI{ PENYEDIA. :
Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja pada pekerjaan

70 Tenaga Kerja 1. _ . .
= ! ini wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.

Konstruksi
Tenaga Kerja Konstruksi selajn‘ Per_sqnel Manajerial yang
bekerja/akan bekerja pada pekerjaan ini dan belum memiliki
sertifikat kompetensi kerja, maka Penyedia wajib memastikan
dipenuhinya  persyaratan sertifikat kompetensi kerja
sepanjang Masa Pelaksanaan.

S, e s e e ey "37
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27 personel Manajerig
7 PGE slejemal == l)ersonelManaj

s Peralatz ; : eri ;
dan/atau eralatan SCSuai denggp e ditempatikan dan dipekerjakan harus
Utama yang tercantym dalam Lampiran A SSKK.
8. Peralat
an Utam :
Pelaksang ° yang ditempatkan dan digunakan untuk

an pekerjaan adal

. ah peralat i
ngan yang tercant s an yang laik dan harus

Stsuai de
um dalam Lampiran A SSKK.

: anajeria| berkewajj ’ ,
5 Jiban untuk
nya. Jika diperlukan UK menjaga kerahasiaan

k. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA
78 Harga Kontrak it -

2. Harga Kontrak telah i
memperhit iputi :
e b perhitungkan meliputi :
. 8. k;untungan dan biaya overhead (biaya umum);
: bfaya pelaksanaan pekerjaan; dan
10. biaya Pe€nerapan SMKK.

3. Rincian Harga Kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum
dalam Daftar Kuantitas dan Harga,

4. Besara{] Harga Kontrak sesuai dengan penawaran yang
scbagaimana yang telah diubah terakhir kali sesuai dengan
ketentuan dalam Kontrak

79 Pembayaran 1. Uang Muka

a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi
peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang
tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau
untuk persiapan teknis lain,

b. Untuk usaha non kecil, uang muka dapat diberikan paling
tinggi 20% (dua puluh persen) dari Harga Kontrak.

c. Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan
paling tinggi 15% (lima belas persen) dari Harga Kontrak.

d. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar
setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling
sedikit sebesar uang muka yang diterima.

e. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus
mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara
tertulis  kepada Pejabat  yang berwenang untuk
menandatangani  Kontrak disertai dengan rencana
penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan
sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya. .

f. Pejabat yang berwenang untuk _menandatangam Kontrak
harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran .(SPP)

kepada Pejabat Penandatangananan Surat Perintah
Membayar (PPSPM) untuk permohgnan tersebut pada huruf
f, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang
}il;l;aegg;il;nna uang muka hams diperhitungk_an
berangsur-angsur secara proporsional pada setiap
pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus

38
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lUnas pag

a 8aat : :
Persen), Pekerjaan Mmencapai prestasi 100% (seratus

2. I}:restasi Pekerjaan
cmbaya[‘an
' Clehie e Pekerjaan yang disepakati
: Menandatangyp: dabal  yang berwenang  untuk

a, l’t—:nyedi’lgdtm Kontrak, dengan ketentuan -
emaiys €lah  mengajukan lagihan disertai laporan

b Juan hasi] Pekerjaan:

: Pembayaran : :

€. pembayaran harus Mmemperhitungkan :
1) angsuran uang muka;

2) peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian

Sebelumnya;
3) denda (apabila ada);
4) pajak; dan/atay
S) uang retens;.

f.  untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan
pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada
§eluruh Subkontraktor sesuai dengan prestasi pekerjaan.
Pembayaran kepada Subkontraktor dilakukan sesuai
prestasi  pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh
Subkontraktor tanpa harus menunggu pembayaran
terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak;

8- pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan
selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah
Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan
Penyedia;

h. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak

dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan

permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus
sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada

Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar

(PPSPM); _

apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan

angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda
pembayaran. Pejabat  yang t_)erwenang _ untuk
menandatangani Kontrak dapat meminta Penyedia untuk
menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan_
mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi

perselisihan.

terial on Site Aok :
g g;Ihan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen

i i j i ketentuan yang tercantum

sil pekerjaan sesuai dengan ter .

SZJI.'IU}:la;lSI?K. Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian
darci hasil pekerjaan memenuhi ketentuan :

Nm@
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4. bahap dan/atau D

ﬁ

°ralatan yang belum dilakukan uji
C . 3 . J
(Ommlsmnmg), Serta  merupakan bagian dari
berikyt arus memenyhj persyaratan sebagai

S) dilar ipi :
dan/ae;zg dipindahkan qari area lokasi pekerjaan
e Y dipindah-tangankan oleh pihak manapun;
6) S.C‘amanan' Penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum
n;serahtenmakan Sécara satu  kesatuan fungsi
. : _ﬁrUpa}?f':m tanggung jawab Penyedia.
- Z;Il'tl ikat uji muty dan sertifikat garansi tidak diperlukan
am hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh
Penyedia;

€. besaran yang  akan dibayarkan dari material on
site (rpakmma] sampai dengan 70%) dari Harga Satuan
Pekerjaan (HSP)

d. besare?.n yang akan dibayarkan dari material on site
(maks_lmal Sampal dengan 70%) dari Harga Satuan
Pekerjaan (HSP).

B bg:saran nilai pembayaran dan jenis material on site
dicantumkan di dalam SSKK.

Denda dan Ganti Rugi

a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan
kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam
penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda
keterlambatan  dalam perbaikan Cacat Mutu, denda
terkait pelanggaran ketentuan subkontrak.

b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan
kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya cidera
Janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah
sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.

c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada
Penyedia atas Kketerlambatan penyelesaian pekerjaan
adalah : ‘

1) 1% (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang
tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN); atau

2) 1%o (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN);

sesuai yang ditetapkan dalam SSKK. _

d. Besaran denda cacat mutu sebes.ar 1%o0 (sgtu _pe;‘ser}bu)
per hari keterlambatan perbaikan dari nilai biaya

perbaikan pekerjaan yang ditemukan cacat mutu
Besaran denda pelanggaran subkontrak sebesar nilai

G pekerjaan subkontrak yang disubkontrakkan tidak sesuai
[ gztsf;?-f:;a ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi

ibayar oleh Pejabat yang berwenang untuk
?na;r;gang;tar{gani Kontrak atas keterlambatan pembayaran

%EMA‘O
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80 Hari Ke

&1 Perhitu

Sratage
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ngan Akhir
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erdas : a1 tagihan yang terlambat
Pada gqq; itu rl;an tingkat suky bunga yang berlaku
Sepanjang telah cnurut ketetapan Bank Indonesia,
berwenang. diputuskan olep lembaga yang

: nyedia dapat mengubah Harga
leuang%{an‘dalam adendum kontrak.

berWenang untuk fugi dilakukan oleh Pejabat yang
Penyedig telah nl:e n?en&mdatatlngani Kontrak, apabila
dan data-dags. Ngajukan tagihan disertaj perhitungan

Penyedia tidak :
di lokasi kerja Rerkenankan melakukan pekerjaan apapun

Perundang-yn i i 30k i

fias jam kge daii?gla;, il(;);aatla}k:an sebagai hari libur atau di

a. dlpyatakan lain di dalam Kontrak;

b. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
memberikan 1zin; atau

€. pekerjaan  tidak dapat  ditunda, atau untuk
keselamatan /perlindungan masyarakat, dimana Penyedia
harus segera memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut
kepada Pengawas Pekerjaan dan Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak.

Sgrpua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya
disimpan oleh Penyedia. Daftar pembayaran masing-masing
pcekerja dapat diperiksa oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja efektif dan
jam kerja normal harus mengikuti ketentuan Menteri yang
membidangi ketenagakerjaan.

Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif dan/atau jam
kerja normal harus diawasi oleh Pengawas Pekerjaan.

Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan
setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita
acara scrah tcrima pertama pekerjaan telah ditandatangani
oleh kedua pihak. _ _ .

Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia
berkewajiban untuk menyerah‘kgn %cepada Pepgawas
Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang
jatuh tempo. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak berdasarkan hasil penelitian taglpan oleh Pengawas
Pekerjaan berkewajiban untuk mgnerpltkan SPP un'tuk
pembayaran tagihan angsuran .terakhlr paling lambat 7 (tu‘juh)
hari kérja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang

dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.




a2 penangguhan 1% Pejabat

dapat menangguhkae;ang untuk menandatangani Kontrak
Pekerjaan Pe Pembayaran Setiap angsuran prestasi

& nyedia i; ; ;
Kewajiban kontraktl,lJ:;ll{a Penyedia gagal atay lalai memenuhi

ckerjaan segya; de

2 bfnr‘g’ri%aﬂ_g Untuk menandatangani Kontrak
Penangguhan h - egtahukan .kepaclia Penyedia tentang
jelas mengena; g Mmbayaran, disertai alasan-alasan yang
kesempatan i kp nangguhgq tersebut. Penyedia diberi

Ux memperbaiki dalam Jjangka waktu tertentu.

Proporsi kegagal 8 ditangguhkan harus disesuaikan dengan

an atau kelalaian Penyedia

. PENGAWASAN MUTU

83 P.ongawasan dan - Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
Pemeriksaan berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap
pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pejabat
yang  berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat
memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan

pengavyasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan
yang dilaksanakan oleh Penyedia.

84 Penilaian Pekerjaan 1. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak

Sementara oleh Pejabat dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan
yang berwenang untuk penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh
menandatangani Penyedia.

Kontrak 2. Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan

kemajuan fisik pekerjaan.

85 Pemeriksaan dan 1. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau

Pengujian Cacat Mutu Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan
dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap
Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan dapat
memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan
mengungkapkan Cacat Mutu , serta menguji hasil pekerjaan
vang dianggap oleh Pejabat yang berwenang uqtuk
}ncnandatangani Kontrak atau Pengawas _Pckcrjaan
mengandung Cacat Mutu . Penyedia bertanggung jawab atas
perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak.

. ; berwenang untuk menandatangani Kontrak
‘E‘::Zi P;'éibgaaw;n gpekerjaan memerintahkan Penyedia untuk
melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak .terg.":mtum
dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji cob.a
menunjukkan adanya cacat mutu malf? Penyedia
berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian te{sebut.
Jika tidak ditemukan agiany_a .Cacat Mutu rqaka uji coba
tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

W - 42

S“;t-sﬁ.&iAUmum Kontrak




perbaikan  Cacat 1. PR TR e e D

86 Pejabat y
ang berw
tu enan
Mu Pengawas Pekerjaan 8 Untuk Mmenandatangani Kontrak atau
Cacat Muty kepada p aka“ Menyampaikan pemberitahuan
I‘jflutu tersebyt. P(-‘.nye?]rilyesla Segera setelah ditemukan Cacat
Selamg Masa Kontrak. 4 bertanggung jawab atas Cacat Mutu

ejabat yang berwenang untuk
»  berdasarkan pertimbangan
S keti’ berhak untuk secara langsung atau
bCI‘wcnang e €4 vyang ditunjuk oleh Pejabat yang
perbaikan 1 bU mcnan-datangani Kontrak melakukan
Pejabat y arfg Seb;lr&eienyedla Segera setelah menerima klaim
tsecara i berkewa?irtlygan uuntuk menandatangani Kontrak
If;i?rb;kt‘ gejabat yang berwenang untuk menandatangani
ol apat memperoleh peénggantian biaya dengan
i Ng pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh
€mpo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan
!cmellharaap atau jika tidak ada maka biaya penggantian
akan diperhitungkan Sebagai utang Penyedia kepada Pejabat

yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang telah
Jatuh tempo.

4. Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak selama masa
pelaksanaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu
tersebut dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak tidak melakukan pembayaran pekerjaan sebelum
cacat mutu tersebut selesai diperbaiki.

5. Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak selama masa
pemeliharaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu
tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dan
mengenakan denda  keterlambatan untuk setiap
keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

6. Penyedia yang tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu
sewaktu masa pemeliharaan dapat diputus kontrak dan

dikenakan sanksi daftar hitam,

7. Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan
waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
dapat memperpanjang Masa Pemeliharaan dalam hal jangka
waktu perbaikan cacat mutu akan melampaui Masa

Pemeliharaarn.
Kegagalan Bangunan terhitung sejak Tanggal Penyerahan

87 Kegagalan I, :
Akhir Pekerjaan.

Bangunan
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2. Penyedia

bertan :

sclama Yy, Kor%iJ o8 Jawab atag Kegagalan Bangunan
U_dak lebih dapy 10 ! yang tercantum dalam SSKK tetapi
dicantumian | a(sepuIUh) tahun, dan dalam SSKK agar
}'( 2 dltetap?{:ﬁanggupgan terhadap Kegagalan
urang darj 10 (Sepuluh) taﬁBgF’”a rencana Umur Konstruksi

3. Pejabat
bertan i;gawbﬁgwwang untuk menandatangani Kontrak
Setelah jangka ab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi

Waktu yang ditetapkan dalam SSKK.

Penyedj %
meﬁyanézrt?r?rki‘,”aﬂban untuk melindung;i, membebaskan, dan
mcnandatar%ga:?'ng{ja batas Pejabat yang berwenang untuk
bentuk tu“t'utaxl] SRS beSC'fta instansinya terhadap semua
kerugian dend » tanggung Jawab, kewajiban, kehilangan,
pemeriks’aan haL:; gugatan atau tuntutan hukum, proses
Pejabat yan ; UM, dan biaya yang dikenakan terhadap
beseria instg €rwenang untuk menandatangani Kontrak
tuntut aoonya (kecuali kerugian yang mendasari

. -an tersebut  disebabkan kesalahan atau kelalaian

}?ejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak)

yang timbul darj Kegagalan Bangunan.

o. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
maupqn Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan
memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait
dengan pelaksanaan inj selama Umur Konstruksi yang
te;cantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh)
tahun.

Il. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

88 Penyelesaian 1. Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh

Perselisihan/ Sengketa menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul
dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau
interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini
dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai
kemufakatan.

2. Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud
pada pasal 79.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan,
maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para
pihak ditempuh melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan

arbitrasc.

3. Selain ketentuan pada pasal 7.9.2 penyelesgian
perselisihan/sengketa para pihak dapat dilakukan melalui :
a. layanan penyelesaian sengl_ceta Kontrak
b. dewan sengketa konstruksi; atau

c. Pengadilan
Dalam hal pilihan yang digunakan dewan sengketa untuk

4' . . .I. . aka nama arl Ota
tikan mediasi dan konsi iasi m gg
(rjr:aiwrrlfnga;engketa yang dipilih dan ditetapkan oleh para pihak

sebelum penandatanganan kontrak..

%

stt-Sy;}at Umum Kontrak




‘%Q ][ikild Hﬂlk ]

bertindg} berdasark i : an
i : an asas saling percaya yang
dxsesualkan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.

r\.t
D
=
&
=
S5

SEtUju untyg melaksanakan perjanjian dengan

J:JP{).IL,&”‘D Menonjolkan kepentingan masing-masing pihak

rnpda] c:ibd © tontrak, salap Satu pihak merasa dirugikan,
iu .

Untuk cinm

. ama Pemerintah Daerah Untuk dan atas nama Penyedia 1
Provinsi Papyg Tengah PT. MECHTRON MASTEVI
Pengguna Anggaran (PA) selaku pejapgqt INDONESIA
Pembuat Komitmeyn (PPK)

Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencang

dr. Silwanus A, Sumule, SpOG{K)., MH.Kes W"ENDI
Nip. 19710603 200012 1 004 Direktur

45

S7arat Syarat Umum Kontrak




A Korespondensi

B Wakil Sah Para
Pihak

C Pencairan
Jaminan

D Masa
Pelaksanaan

E Masa
Pemeliharaan

F Pembayaran
Tagihan

Alamat Parg pj
thak sebagaj e s .
Sanan Kerja BoE. 8ai berikyt -
Namg ‘
e : dr. Silwanyg A Sumule,SpOG(K),MH.Kes
- JL. Merdekg No. 534
Penyedij -
Nz
Jaltr)mtl : WENDI
= a;aatn : Direktur
T *Jalan Mandor No. 28 Medan
. 102102 ; -
e 304370 ; 061 6623678

mechtron.mastevi@gmail.com
ak sebagai berikut :
yang berwenang untuk menandatangani

Wakil Sah Para pip
Untuk Pejabat
Kontrak -

- Tim Teknis

- Tim Pendukung

NN

- Konsultan Pengawas:

Untuk Penyedia :
Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang

- Nama : PT. MECHTRON MASTEVI INDONESIA
- Alamat : Jalan Mandor No. 28 Medan

« Telp. : 021-22304370 : 061 - 6623678

- Email

mechtron.mastevi@gmail.com

Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah Pemerintah
Provinsi Papua Tengah.

Masa Pelaksanaan selama 55 (lima puluh lima) hari kalender
terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SP.

Untuk yang bersifat Pengadaan Barang Mas-a Pemeliharaan
berlaku selama 1 (satu) tahun setelah serah .terlma barang atau
jangka waktu lain yang dite-tapkan dalam S_P L1, =
Untuk yang bersifat pekerjaan Konstruksi Masa Pemel araan
berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) han kalender
terhitung scjak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.

i i untuk penerbitan SPP oleh
ir waktu yang disepakati un :
Ba_tas akz: berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk
Pejal;at Yraf tagihan angsuran adalah 30 (tiga puluh) hari kerja
pembaya

hitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang
terhitun

idak diperselisinkan diterima oleh Pejabat yang berwenang
yang u

untuk menandatangani Kontrak.




|

Kepemilikan
Dokumen

Besaran Uang
Muka

Pembayaran
Prestasi
Pekerjaan

Denda akibat
Keterlambatan

Penyelesaian
Sengketa

Pekerjaan (PHO)
m . . {
€N dan pirant; lunak diserahkan kepada

seluruh

Ya dapat gj

Persetujuan PPK gunakan oleh Penyedia

untuk kepent dengan

ingan penelitian atau riset.

ayaran tergkh: :
100% (seratus a;(:rlsref‘la:ya e s
diterbitkan Atus) dan bukti penyerahan pekerjaan
Pembayaran prestasi
Pembayaran terakhir p,
100% (seratus perser
diterbitkan.

Dokumen Penunjang yan

pekerjaan dilakukan dengan cara
anya dilakukan setelah pekerjaan selesai
atus) dan buktj penyerahan pekerjaan

i g disyaratkan untuk men ajukan
tagihan Pembayaran prestas; pekerjaan : ;

Surat pP¢rmohonan pembayaran termin;
- I,apo;an kemajuan pekerjaan;
- Foto/dokumentas;i kemajuan pekerjaan.

Um..uk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap
hari Keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai
Kontrak.

Dalam hal terjadi perselisihan/sengketa di antara para pihak,
para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut
melalui musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka
para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa
melalui LKPP berdasarkan Persatuan LKPP Nomor 18/2018.
Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah
maka perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri

; ’—\ Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Provinsi Papua Tengah
Pengguna Anggaran (PA) selaku Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK)

Dinas Keschatan Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencani

., MH.
dr. Silwanus A. Sumule, SpOGi!go,‘q.
Nip. 19710603 200012

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. MECHTRON MASTEVI
INDONESIA

e

WENDI

s
Ee Direktur




Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2
ae,dgsarkﬂn n 2023 [entang Pe
218 Cipta K iadi Netapan per ; :
Tahun 2022 Fcniang pta Kerja Menjadi Undang~Undang_ Pemerintah R:’%r;ﬂkplemenntah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
(NIB) kepada Publik Indonesia meneryitkan Nomor Induk Berusaha

. Nama Pelaku Usaha :
. Nal :PT MECHTRON MASTEV] INDONESIA

2]
: :\Aandor No.28, DesalKelurahan p Berayan Darat |, Kec. Medan Timur
ola Medan, Provinsi Sumatera Ulara ‘

Kode Pgs: 20239

2 Alamat Kantor

No. Telepon - 081361689837

Fmail : finance@k
E - Phniaman Mot B @kontraktorhvac,com
4. Kode Klasitkasi Baku Lapangan Usaha Indones;a * Lihat Lampiran

(KBLI)
5. Skala Usaha : Usaha Kecil

NIB i berdaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal
tnipor (API-U). hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan,
serla bukll pemenuhan laporan pertama Waiib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP),

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana tedampir dengan tetap
memperhatikan Keterituan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk KBLI dengan klasifikasi risiko rendah sebagaimana terdampir, NIB merupakan perizinan tunggal yang barlaku sebagai
parselujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) berdasarkan permyataan mandiri Pelaku Usaha dan setelah
memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketenluan
peraluran perundang-undangan,

Diterbitkan it Jakarta, tanggal. 26 Februari 2019
Perubahan ke-23, tanggal: 1 September 2023

Menterl Investasi/
; Kepala Badan Koordinasl Penanaman Modal,

By

o

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal. 10 November 2023

menjadi tanggung Jewab

i $S, yang 5

: rumpan dalam sistem O o

Dokuman ini ditorbitkan sistem OSS berdasarken date dari Pelaku Usahe, tersmpa 3

Pulaky Usghy imana mestinya.

i obagaman: e - }

; M hal lurjad: kekelinuan isi dokumen i akan dilekukan pemk:: r;ﬁ kat elokironik yang diterbitken oleh BSrE-BSSN.
Ochum iy taloh ditandatangani secara elektronik mengouna: 0SS menggunakan hak aksos




| ampiran berikut N memuat daftar bidang usaha untuk

Tabel Keglatan Usaha Skala UMK KBL| Risik ;
IA’ = T o l?eﬂdah Perizinan Tunggaj
B L kel Lokasi Usaha - Klasifikasi Parizinan Berugaha -

| 78193 L:'wdu_stri gompleks Pergudangan_iRenF:;Z:O :;\:;JJ?IS;U Legalitas |“ENS P"O"“ks'g Nomor SNI dan/atau SH*
| pendukung) Mesin emanan Mega j Ntuk s ‘
‘ : "Pendingin Raya Daan M%gr;.!“' " : Persiapan, ?U”'l o -‘:SN' i BT
| Nokm. 18, RT.5Rw.5, | - Joperasiona R CdEiRg
: Semanan, Kec, ! | dan/atay oAt e
| ‘Kalderes, Kota Jakarta | : Komersio l’kapasitas !
¥l Baral, Daerah Khusus | ! ikeglatan ;' °Pasta :
‘ Ibukota Jakarta 11850 | : }”saha felidens
| 50, ! atau
i Desa/Kelurahan | [Pemanasan
! Semanan, Kec. ' | isampa
Kalideres, Kota Adm. | ' I ‘dengan
Jakarta Barat, Provins | 3 | 23.000
DKl Jakarta i : ‘KkalfJoule
Kode Pos: 11850 a e (28744 W) |
"GNl S'endar Nagonal Indonesrs. SH- Sedifikal Halg| : [
|
B. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Selain Perizinan Tunggal
| Mo Kode KBLI  Judul KBLI Lokasi Usaha Tingkal Risiko  ——— Pes"gtrfs" Ber“sa?(ztemngan
i |1 46591 Pardagangan JI. Mandor No.28, ‘Rendah INIB Terbit -
Besar Mesin Desa/Kelurahan P Berayan |
| Kantor dan ‘Darat |, Kec. Medan Timur, - !
| Industri iKota Medan, Provinsi !
Pengolahan, Sumatera Utara i ‘ |
Suku Cadang  'Kode Pos: 20238 ,
Dan
Lo Pericngkapannya -
2 52109 Pergudangan  JI. Mandor No.28, Rendah INIB Terbit =
; i Panduking) dan Dasa/Kelrahan P Barayan !
| Fenyimpeian Daral I, Kec. Medan Timur, | |
| Lainnya Kota Medan, Provinsi ! '
‘ Sumatera Utara i !
e Koda Pos: 20239 : ; ' -
E 3 32502 ‘Industn Peralatan Kompleks Pergudangan, tMenengah Rtandah:g(l:;:““ﬁkal ;:zlf: i_
( Kedokteran Dan :Semanan Magah, JI. Raya iStandar l
Kedoktoran Gigi, 'Daan Mogot No.km. 18, '
1 ?Okumm i1 ditarbitkan sistem OSS bordasarkan data den Pelaku Usaha. tersimpen dalem sistem 0SS, yang menjadi langgung jawab :
“vlaky sy i
| Doiam by ':;f'dr koxaliruan isi dokumen iny akan dilakukan perbaikan so%”:i:?ﬁ:’:i;ﬁnmitknlu oinh BSrF-BSSN $H
“ (kinman mi intah Atandalnngani SACAM alaktronik manggl nakan sanifika e e
Outy nYRap Penzinan Borusaha dapal dporoleh melalur sistam 0SS mengg




o U e

Perfengkapan
Orthopaedic Dan
Prosthetic

!

{Industri Furnityr

25},
.KahdereS' Kota

dbtikotn Jaka

RT.5Rw SeManan, ke

Jakana

'al, Daerap Khusys

Sema
Kec, Kahderes Kota Agrin
Jakara g al Provinsi bk
Jakarta '

Kode Pog: 11850

T 32501 | Komple i
: 3250 IRk Opetasi Semgn::;ergudangan, : ;
& ©gah, Ji. Rayq NIB Terbit ;
Perawatan Daan Mogot ng km. 1 | Sertifika; |
Kedokteran Dan RT.SRw.s. rr;anén ai'< ‘ ‘Esgrt:gk& ,Terbh -
!Kedokteran Gigi Kalideres, Kota Jakartg ec. 1 ar | ‘
Baral, Daerah KhUSus ’ { )
Ibukota Jakarta 1185, ; l | )
Desa/Kelurahan Semanan | { | i
Ket. Kalideres, Koy Adm, | ; | I
Jakarta Barat, Proving; DK) i’ ! ! ;
Jakarta E l
Kode Pos: 1150 ; | |
32509 Industn Peralatan Kompleks Pg : - |
; e DM -
teedokleran Gigl. Daan Mogot Nokn, 15 | ISertifikal[Terbit -
Serta R1.5/Rw. 5, Semanan, P'(ec. ! Siendars :
Perlengkapan  Kalideres, Kota Jakarta i ‘ ] i
‘Lainnya Barat, Daerah Khygys : [ i |
Ibukota Jakarta 11850, ' 1' i
Desa/Kelurahan Semanan J !
Kec. Kalideres. Kota Adm, i
Jakarta Barat, Provinsj DKI |
Jakarta ‘ :
Kode Pos: 11850 | |
b 43222 Instalasi Ji. Mandmﬁn ah Tinggr INIB ‘Terbi -
‘ Pemanas Dan DesalKelurahan p Berayan : - fLS?ﬁﬁkal 'Tgffrl:m F!Lakukan
Geotermal Carat 1, Kec. Medan Timur, Standar  Terverifikasi ipemenuhan standar
i [Kota Medan, Provinsi i- Lakukan Jmelalui 08s.90.id
Sumatera Utara Inemenuhan ipaling lambat 90
Kode Pos: 20239 jpersyaratan  l(sembilan puluh)
!melalul ihari kerja sebelum
l0ss.go.id ‘waktu perkiraan
'mulai
; iberoperasi/produksi
7143224 Instalasi Jalan Mandor No. 28, Menengah Tingg' ‘NIB Terbit -
Pendingn Dar Desa’Kelurahan P Berayan Sertifikat  Talah -
Ventilasi Udara  Darat I, Kec. Medan Timur. ;Standar  Terverifikasi |
Kota Medan, Provinsi ! !
Sumatera Utara I; i
o iKode Pos: 20238 : ——— :
8 43221 Instalasi Saluran |JI. Mandor No.28, ‘Menengah Tinggi iNIB_ Terbit L
Air (Plambing)  |Desa/Kelurahan P Berayan ‘Sertifikat  Telah I iz
Darat [, Kec. Medan Timur, Standar Terverifikas! i
|Kota Medan, Provinsi ; ‘ !
'Sumatera Utara |
h‘ TR £ode Pos: 20299 Menengah Tinggi NIB ITerbit B
4 42204 Konstruks JI. Mandor No.28. x : Serihkals EBelim FakuRa,
I Bangunan Sipil  Desa/Kelurahan P Berayan Standar  (Terverifikasi Ipemenuhan standar
Elektrikal Darat I, Kec. Medan Timur, - Lakukan melalui oss.go.id
Kota Medan, Provinsi fpemenuhan paling lambat 90
'Sumatera Utara persyaratan '(sembilan puluh)
Kode Pos. 20239 melalui hari kerja sebelum

"Biaky Usun
Sunhy
tkan 3e0ag:
3 e ol Ierjad) kekehruan 1si dokurnen wi akan dilekukan perba

ka
Dokiinen 4y lelah dnandatangam secarn eloktronik mengguna

I
Data Ohakag Ponziman Borusaha dapat diparcleh malalul sisto

i ; ik ya
ortifikal @IOKITONIK yi
’;S'S menggunakan hak akses.

m OSS berdasark Peol. Usal r3impa; m di tanggung Jawab
) i dalam sistem OSS. yang men/a
Bokumen i, dhiterbitkan siste s 0s8rkan data darl Pelaku ha, le n |

ng mestinya.
e ng diterbitkan oleh BSrE-BSSN.




|
| 055,000 |wakty perkiraan
' i Imutai

lInstalasi ‘Jalan Mandor
Mekanikal Dasa/Kelura

No. 28 ] ]

s b i/ ks

Sl o h;n p By !Me NE T ! eroperasi/produksi
Kota Medan, pro. iTlmur' ' Rt |- Selum Lakukan

i fSta”da" iTerverifikasi :pemenuhan standar

10 43291

Kode Pos: o ! | [ Lakukan melalui oss.go.id
i iPemenuhan paling lambat 90
{ | IPersyaratan [(sembilan puluh)
! j Imelalui ihari kerja sebelum
, | 1085.g0.id waktu perkiraan
! ! mulaj

Perdagangan kg

mpleks Pergudan : , I
Besar Alas Dasar‘fSemanan Meganh, ) g;g;,a 11ingy INIB Terbi ‘
Fs | - | -
Ba'E’SKJasta fee) Daan Mogot No,k, 18, lzin - Belum Terbit |Lakukan
U Konica RTSRW.5, Semanan, Kec, ! . - Lakukan pemenuhan
Kahderes. Kota Jakang ‘ i iPemenuhan persyaratan izin
Barat, Daerah Khususg " i {Persyaratan  imelajui 0s5.90.id
Ibukota Jakarta 11850, : imelalu |paling lambat 90
DeSa/Kelurahan Semanan, : [088.90.id i(sembllan puluh)
Kec. Kalidereg, Kota Adm_ ' ! hari kerja sebelum
\Jakarta Barat, Provinsi Dk | f ‘waktu perkiraan
\Jakarta ! i | mulai
Kode Pos: 11850 { ! beroperasi/produks;
; I
12 48691 Perdagangan [Kompleks Pergudangan, inggi NE T ———— :
Besar Alat Semanan Megah, . Raya . lz“? I-Tgrbln Tord ’ z
Laboratonum,  Daan Mogot No.km, 15, , :, elum Terbit ngml;k:ﬁhan
i i | | Fo)
Alat Kedokteran Semanan, Kec. Kalideres, |Pemenuhan persyaratan izin

ipersyaratan ‘melaluioss.go.id

!
|

|

|

! f - Lakukan
,1 Alat Farmas; Dan_-RT.S.’FE\"J.S, Desa!Kelwahan :

I

I

i" Unluk Manusia  Kota Adm. Jakara Barat,

f

|

f

imelalu ‘paling lambat 90

Provinsi DK| Jakarta !oss.go.id ‘(semgilan puluh)
Kode Pos: 11850 ,— ihari kerja sebelum

i ! | {waktu perkiraan

r ' : !mulai

1 | i iberoperasi/produksi

L 1335111 Pembangkitan  [Kompleks Pergudangan, {Tinggl INIB [Terbit -
Tenaga Listrik 'Semanan Megah, Ji. Raya ' Nzin - Belum Terbit 'Lakukan

{Daan Mogot No.km, 18, | |- Lakukan pemenuhan
\Desa/Kelurahan Kalideres, ; ipemenuhan  Ipersyaratan izin
iKec. Kalideres, Kota Adm. ! ipersyaratan melalui 0ss.go.id
\Jakarta Barat, Provinsi DK| ' imelalui paling lambat 90

|Jakarta | Ioss.go.id ((sembilan puluh)
'Kode Pos: 11850 ] hari kerja sebelum

! waklu perkiraan

| mulai
iberoperasi/produksi

|

e

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berfaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercéantugrg:;r:rla?apr;ra;[;?el-ﬁa (NSPK)
Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, § |

Kemenlenan/Lembaga (KAL),
3. Verfikag davatay pengawasan pemenuhan persyaralan dan/atau

Kementenan/LembagalPemerintah Daerah terkait.
: : doki tersebut.
% Lampiran ini marypakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB te

ro

kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh

diterbitkan 8. ha. lersimpar. dalem 8. S, jadi tanggung jaweb
i 0] Pelaku Usaha, impar dela stam OSS, yang menjad

. SS bordasarken data deri .

; stem r aKu

Polaky Usah, mestinya.
2 ’ rbaiken sebagaimand torbit eh BSIE-BSSN.
Datam by 'eiad kekelruan 15t dokumen ini akan dilskukan peka I: sertifikal elektronik yang diterbitkan ol
Xumon 1. tajai ditandatongan: secera elekironik mengguna

hak akses.
SS menggunakan
Vala fongk g Penzinan Berusana dapst dipercleh meletui sistam O
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-”iNO VENTILATING AND AIR COND'TIONmG

£

PROFILE

HVAC, Mechanical Electrical
Contractor and Supplier




HEATJNG \/ENTILAT!G AND
AR CONDITIONING SYSTEM
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MISSiON

* Memberikan pelayanan yang terbaik

kepada setiap Pelanggan dalam bida

Sistem Tata Udara.

« Memastikan konsumen mendapatkan informas;i
dan produk Yang sesuai dengan kebutuhan lapangan.

* Meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengembangan

SDM yang berkesinambungan.

+ Secara konsisten mengikuti perkembangan teknologi

& informasi terkait Sistem Tata Udara.

CERTIFICATE

FOVAC 171 SECHTRON MASTI | INDUOSESIA

4!“
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Ly makt sreem
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WATER
0OLED CHILLER

CHILLER

(LEAN ROOM DUCTED AIR COOLING TOWER
SYSTEM CONDITIONER

HERMETIC DOOR MANUAL DOOR

ik
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Penyaluran Alat Kesehatan.
Peraturan Menteri Kesehatan
Perizinan Berusaha Terintegrasi
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tan Nomor 1191/MENKES/PERN1II/201O tentang
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Kesal

Memberikan Sertifikat Distribusi Alat
Nama Perusahaan

Nomor Induk Berusaha
NPWP
Alamat Perusahaan

Nama Direktur / Pimpinan
Nama Penanggung Jawab Teknis

Alamat Gudang

JUITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informas, Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik u
OKUmen Ini telan ditandatangani secara alektronik mengg

danvatau

Kesehatan kepada:
PT. MECHTRON MASTEVI
INDONESIA

9120402262163
31.686.764.7-113.000

JI. Mandor No. 28, Kel. P Berayan
Darat |, Kec. Medan Timur,

Kota Medan, Sumatera Utara
Telp. 061-80088677

WENDI

FANDY PRADANA
(S.1-Farmasi)

JI. Mandor No. 28, Kel. P Berayan
Darat |, Ko Medan Timur,

Kota Medan, Sumatera Utara
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Pada Tanggal © 4 September 2020
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REPUBLIK
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saiinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

I Kementerian Kesehatan Rl (sebagai laporan).

¢ Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri di Jakarta.

3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta.

4 Kepela Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. : _ ;

> Kelua Gabungan Perusahaan Alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia ( GAKESLAB ) di Jakarta.
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Teknisi Berpengalaman,
Berada di industri Hyac selama lepify o
PT. Mechtron Masteyi Indonesjs, |, o e

‘ Ly | )if} Unec i -
teknisi dan tenaga ah; dalam hi(ia:i(g;;;l\;i';l

ahupy membuat
M menyedialkan

Prosedur dan Pengawasan Ketja
Struktur Organisasi dan Fungsional pT Mect
yang x_nenghasi!kan Pengawasan terhé C
pekerjaan menjadi aspek penting yang

ron Masteyi Indonesia
dap setiap tahapan
perlu dipertimhangkan,

Mutu dan Material yang Berstandard
Proyek PT. Mechtron Mastevi Indonesia mengqgunakan material
yang sesual dengan standard, Penggunaan alat kerja terkini sesuai

{ ! 3 .
dengan perkembangan teknologi dan memastikan mutu instalasi
sesuai dengan standard.

After Sales Service

Perawatan instalasi merupakan bagian yang penting dalam memastikan
fungsi dan kualitas. PT. Mechtron Mastevi Indonesia memberikan after
sales service (pelayanan purna jual) berupa garansi dan memiliki
berbagai pilihan kontrak servis.

Investasi yang Tepat
Instalasi HVAC yang dipasang secara

akan memberikan hasil yang memuaskan
menghemat biaya operasional jangka panjang.

profesional dan sesuai standar
kan dan pada akhirnya

TORHVAC.COM
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